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3. Undang-l!nd8:°g Norn.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemba.ran .Negara Republik 
lndonesiaNomor 4578); 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagiha.n 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagatmana telah cliu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua, Atas Undang-Ondang .Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2009 Nomor j 29 Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

2. Undang-Undang Nomor 14 'tahun 2002 tenr.ang Pengadilan 
Pajak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
.Nomor "27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4189); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huru.f a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar 
Pelayanan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Cirebon; 

BUPATI CIREBON, 

a. bahwa agar penyelenggaraan pemungutan "Pajak Daera.h 
sebagaimana telab ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 dapat dilaksa.nakan 
secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta 
sebagai upaya .meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada 
masyarakat serta untuk mewujudkan kepastian tentang hak, 
tanggung jawab, kewaiiban dan kewenangan seluruh pihak 
terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah pada 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan, maka perlu 
ditetapkan standar pelayanan pajak daerah pada Sadan 
Pengelol.aan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon; 

DENOA.N RAHM.AT TUHAN YMfG MAB/\ ES.\ 

Mengingat 

Menimbang 

STANDAR PELAYANAN PAJAK DAERAH 
PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

'i'ENTANG 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI CIREBON 

NOMOR 14 TAHUN 2018 SERI 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 



STANDAR PELA.YANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN 
PENGELOl.AAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CfREBON 

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang 
Fungsi, Togas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan, 
Pendapatan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor62, Seri D.11). 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Bupati Cirebon No.mor 62 Tahun 2016 tentang 
Orga.nisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon 
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nompr 62, 
Seri D.l l); 

ll Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabuparen Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabuparen Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.l}; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor lS 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupa,ten Cirebon Tahun 2007 
Nomor 15, Seri E.6); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2016 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Penyidlk Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah, 
Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20ll4 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'!­ 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah.terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun, 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Peroanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tamba.han Lembaran N'egara 
RepubUk Indonesia Nomor 5161); 

Menetapkan 

• 



_I 

16, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh restoran; 

15. Hotel adalah fasili:tas penyedia jasapenginapan/ peristi.rahatan 
terma.suk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisoya 
sert.a rurnah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); 

14. Pajak Hotel adalab pajak atas pelayanan yang dlsediakan. oleh. 
hotel; 

13. Pajak Daerab adalah konrribusi wajib kepada daerah yang 
terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperfuan 
daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
pembangunan daerah dan kemakrnuran rakyat; 

12.1Jnit Pelaksana Teknis- selanjutnya disebut UPT adalah Unit 
Pelaksana Teknis pada Badan Pengelalaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Cirebon; • 

11. l<asubbid adalab Kasubbid pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Cirebon; 

10. KepaJa Subbagian adaiah Kepala Subbagian pada Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon; 

9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon; 

8. 1<epala Bidang ada:lah KepaJa Bidang pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Ka.bupaten Cirebon; 

7. Bidang adalab Bidang pada Badan PengeJoJaan Pendapatan 
Daerab Kabupaten Cirebon; 

5. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Cirebon; 

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kabuparen Cirebon; 

2. Bupati adalah Bupati Cirebon; 

3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Bappenda; 

4. Kepala Badan adaJah Kepala Badan Penge.lolaan Pendapatan 
Daer-ah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Kepa.la 
Bappenda; 

Dalam Peraturan Bupati ni yang dimaksud dengan : 
L Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



31. Nilai Jua:l Objek Pajak, yang selanjutnya drsingkat NJOf-', adalah 
harga rata-rata yang diperoleh dari nilai transaksi jual bell, 
NJOP ditentukan, melalui Perbandingan harga dengan objek lain 
yang sejenis, atau nilai perolehan Baru, atau NJOP pengganti; 

29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pernanlaatan air tanah yang selanjutnya dising1<atPA'r; 

30. Air Tanali adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah; 

28- Burung Walet adala,h satwa yang termasuk marga collocalia, 
yaitu collocalia fuchliap haga, coUocalia rnaxina, collocalia 
esculanta, dan collocalia linchi; 

"27. Pajak Sa.rang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan .sarang burung walet yang 
selanjutnya disingkat Pajak SBW; 

26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat .sementara, • 

24. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam 
dan batuan sebagaimana dimaksud di dalarn peraturan 
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara: 

·2s. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 
diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan, dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; 

23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengamhilan mineral bukan logam dan batuan, baik 
dam sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB; 

22. Pajak Pen:erangan Jalan adalah pajak atas perrggunaan tenaga 
Iistrik, baik yang dihasilka:n sendiri .maupun diperoleh darl 
sumber lain yang seJanjutnya disingkat. PPJ; 

2L Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 
den corak ragamnya clir-anoang untuk tujuan komersial 
rnemperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian -umum terhadap barang, jasa, orang pribadi 
atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan 
dan/atau di:nikmati oleh umum; 

19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan , 
dan Zatau keramaian yang dinikmati deogan dipungut bayaran; 

26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; 

1 7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau 
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
.rumah rnakan, .kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya 
termasuk jasa f?ogaf'catering; 

18- Pajak Hiburan .adalah pajak atas penyelenggaraarr hiburan; 



44. Surat f'emberitahuan l>ajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalab surat yang oleh Wajib Pajak digunak,an untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan _perpajakan daerah; 

43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
SPOP, adalah su.rat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan clan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangao perpajakan daerah; 

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajal<, penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya; 

41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam 
bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah; • 

40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahuo 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tabun buku 
yang tidak sama dengan tahun kalender; 

39. Masa Pajak adalah jangka waktu l (satuJ bulan kalender atau 
jangk:a waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajlb 
pajak untuk menghitnng, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang; 

38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemu:ngut pajak yang 
mempunyai hale dan kewajiban perpajakan sesuai denga.n 
keterrtuan peraturan perundang_-undangan perpajakan daerah; 

• 

32. Bea Perolehan Hak atas 'fanah dan Bangunan adalah paj~ atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang selanjutnya 
di.singkat BPHTB; 

33. Perolehan Hak atas Tanab dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yarig mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang 
pribadi atau Sadan; 

34. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pert.ambangan yang selanjutnya disingkat PBB; 

35. Pajak Daerah I adalah PBB, BPHTB, PPJ,.PAT dan Pajak SWB; 

36. Pajak Daerah Il adalah Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak MBLS, Pajak Hotel dan Pajak. Parkir; 

37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan pajak; 



55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selaajutnya disingkat 
dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajfb 
Pajak sebagai sarana dalam adrninistrasi pajak yang 
dlpergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak. dan kewajiban pajaknya; 

53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terbadap pemotongan. atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

54. Kas Daerah adalah.Kas Daerah Kabupaten Cirebon; 

52. Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkall kesalahan tulis, kesalahan hjtu_o.g, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan. perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberltahuao Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat" Ketetapan Pajak Daerah Ku:rang 
Bayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihll, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat 1'agihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; 

• 

51. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak; 

49. Surat Ketetapan Pajak Daerab Nihil yang selanjutnya disingkat 
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak .ada kredit pajak; 

50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya clisingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

• 

48. Surat l<etetapan Pajak Daerab Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 
t:idak seharuanya terutang; 

45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD 
dan/atau bukti pembayaran , adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan eara lain ke kas daerab 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalab sural ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak yang terutang; 

47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjumya 
disingkat SPPT, adaiah surat yang digunakan untuk 
memberitukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak; 
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(2) .Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. pajak hotel; 
b. pajak restoran: 
c. pajak hiburan; 
d. pajak reklame; 
e. pajak penerangan jalan; 
f. pajak mineral bu.kan logam dan batuan; 
g. pajak parkir; 
h. pajak air tanah; 
i. pajak sarang burung walet; 
j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 
k. bea perolehan hak atas tanah dan baogunan. 

(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut 
dengan menggunakan Self Assesment System yaitu : 
a. pajak hotel; 
b. pajak restoran; 
c, pajak hiburan; 
d. pajak penerangan jalan; 
e. pajak mineral bukan logam dan batuan; 
f. pajak parkir; 
~- paja.k sarang burung walet; 
h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

• 

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan pajak daerah meliputi: 
a. Pelayanan pendaftaran dan pendataan; 
b. Pelayanan pembayaran pajak daerah secara online; 
c. Pelayanan pennohonan pengurangan Pajak Daerah; 
d, Pelayanan pennohonan keberatan Pajak Daerah; 
e. Pelayanan Pe:rforasi; 
f. Pelayanan Penerbitan SPPr PBB. 

Bagie.nKedua 
Kewenangan 

Pasal J 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan atas penyelenggaraan 
pelayanan pajak daerah yang menjadl kewenangan Pemerintah. 
Daerah kepada Kepala Sadan. 

• 

Bagian Kesa.tu 
R\Jang Lingkup 

Pasal2 

BAB II 
RUANO LINGKUP DAN KEWENA.NGAN 

56. Sistem penilaian sendiri Pajak Daerah yang selanjutnya clisebut 
Self Assesm.ent System adalah sistem pemungutan pajak dengan 
cara memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk 
menghitung sendiri, rnelaporkan sendiri, dan membayar sendiri 
pajakyang terhutang yang seharusnya dibayar; dan 

57. Sistem penilaian resmi Pajak Daera:h yang selanjutnya disebut 
Official Assesment System adalah sisrem pemungu tan pajak 
berdasarkan penetapan yang telab ditetapkan Pemerintah 
Daerah untuk menenwkan besarnya pajak terhutang pada 
wajib pajak. 



Petugas pelayanan pajak daerah terdiri dari : 
a. pegawai yang bertugas sebagai petugas front officer dan back 

officer pelayanan pajak daerah yang bertugas pada kantor 
Bappenda; dan · 

Bagian Kesatu 
Petugas Pelayanan Pajak Daerah 

Pasal 6 .: 

(2) Loket Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari : 
a. loket informasi; 
b. loket pendaftaran; 
c. loket pembayaran; dan 
d. loket pengaduan. 

(3) Loket Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dapat terdiri dari beberapa loket yang disediakan Badan, 

(1) Dalam proses penyelenggaraan pelayanan pajak daerah, Badan 
dilengkapi dengan loket pelayanan. • 

Bagian. Kesatu 
Loket Pelayanan Pajak Daerah. 

Pasal 5 

BAB Ill 
LOKET DAN PETUGAS P&LAKSANA 

PELAYANAN PAJAK DAERAH 

. (3) Standar Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ay.at (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Sistematika Standar pelayanan Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. Pendahuluan; 
b. Defmisi; 
c. Pelayanan -pendaftaran, Pemungutan/pembayaran pajak 

daerah secara. online melalui Kas Daerah dan pengaduan 
Pajak Daerah. 

d. pelaporan pajak daerah; 
e. Penagihan Pajak Daerah; 
f. Pengurangan Pajak Daerah; 
g. Keberatan Pajak daerah;dan 
h. Pelayanan Perforasi Benda Berharga . • 

(l.) Pernungutan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 
dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan 
pajakdaerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Cirebon, 

Pasal 4 

(4) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.ipungut 
dengan menggu_nakan Offieial Assesment System yaitu : 
a. pajak reklame; 
b. pajak air tanah;dan 
c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan per.kotaan. 
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Diundangkan di Sumber 
pada tanggal a AJU"il 2;) 18 

Plt. SEKRETARJS ~RAH KABUPATEN CTREBON, 1 
<... ' ~-7. 

RAHMAT SUTRISNO 

BERJTA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI 'J,2- 

SELL V AlfDRIA!'fY PANTINA 

TTD 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 26 Maret 2018 

Plt. BUPATI CIREBON 
WAKIL BOPATI, • 

Pasal8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan. Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah 
T<abupaten Cirebon. 

Hal-ha! yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaan standar 
pelayan:an pajak daerah pada badan pengelolaan pendapatan 
daerah kabupaten cirebon diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 7 

BAB IV KETENTUANPENUTUP 

b. Petugas pelayanan pajak daerah yang bertugas pada kantor UPI' 
Bappenda. 



• 
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a:MAT SUTRI~i· 
BEJRlTA OAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 14' SERI 11.2 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 2 «i,ril 2J1il 

Pit. SEKRETARlS OAERAH KABUPATEN CIREBON, 

SELLY AlfDRIAIIY GAllTIKA 

TTD 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal26 Maret 2018 

Plt. BUPATf CTREBON 
WAKIL BUPATI, • 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mul.ai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupateo Cirebon. 

HaJ-hal yang belum diatur sepanjang tekni.s pelaksanaan standar 
pelayanan pajak daerah pada bad.an pengelolaan pendapatan, 
daerah kabupaten cirebon diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 7 

B.AB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

b. Petugas pelayanan pajak daerah yang bertugas -pada kantor UPT 
Bappenda. 



PROSEDUR PEMBA.YARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAl!I MEKANISME 
PEMUNGUTAN SELF ASSESMENI' SYSTEM (PAJAK HOTEL, PAJAK 
RESTORAN, PAJAK HIBORAl'f", PPJ, MBLB, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK 
BURUNG WALET). 
1. Da.•ar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Oaerah 
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh 
Wajib Pajak; 

c. Perature.n Pemerin'tah. Nomot 35 Tahun 2012 teotang Pedoman 
Penyusunao Standar Operasional Prosedur Admlnistrasi Pemerlntahan; 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nemer 2 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah; 

e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan P.ajak Restoran, 

f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistcm dal'I 
Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan; 

g. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam d.an Batuan; 

h. Peraturan Bupati Cirebon "Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Bu rung Walet; 

i, Peraturan Bupati Cireboo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemunguta:n Pajak Parkir; 

j. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Pajak Hotel: 

k. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2012 tentaog Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan; 

I. .Peraturan Bupati. Cirebon Nomor 21 Tahun 2013 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutao Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

5. PELAYANAN, PEMBAYARAl'l/PEMUl!IGUTAl'l PAJAK DAERAH SECARA 
ONLINE MELALUI KA8 DAERAH/SECARA ?,1ABUAL: 

PENDAHULUAN 
1. VISI: 

Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Asl! 
Dae rah 

2. MISI: 
a. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pajak Daerah; 
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada ~asyarakat. 

3. RUANO LINGKUP TOGAS 
Melayanl 11 ( sebelas ) jenis Pajak Daerah 

4. JENIS-JENIS PELAYANAN: 
a Pelayanan pendaftaran, Pemungutan/pembayrn pajak daerah secara online 

melalui Ku Daerah dan pengaduan; 
b. Pelaporan Pajak Daerah; 
c. Penagihan Pajak Daerah; 
d. Pengurangan Pajak Daerah.; 
e. Keberatan Pajak Daerah; dan 
f. Pelayanan Perforasi Benda Berharga. 

STANDAR PELAYANAN PAJAK DAERAH 
BADAN PENGELOLAAN PENDAPAT:A.N DAERAH 

KABUPAT.EN CIREBON 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NO MOR : 1.C tb 2'J 18 , Seri Il.2 
TANOGAL : 2 ~pril 201cJ 

LA.MPIRA.N 

• 

• 



Pihak Terkait 
a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah II 
3) Kepala.Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir 
4) .Kasir/tempat pembayaranyang ditunjuk 

b. SOP Penagihan 
1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Oaerah Kabupaten Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerab 11 
3) Kepala Slllwidang- Pajak Hotel dan Pajak Parkir 
4) Bendahara Penerima-an 
S) Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
6) Wajib Pajak 

c. Formulir-formulir yang Digunakan 
1) Tanda Terima; 
2) Surat Setoran Pajak Daetah (SSPD); 
3) Nota Perhitungan; 
4) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD); 
5) Surat Ketetapali Pajak Daerah Kurang Bayar (SXPD)KB / N / 1.,8; 
6) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPDJ; 

3. Formulir-formulir yang Digunakan 
a. Tanda Terima; 
b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
c. Nota Perhitungan; 
d. Surat Pemberltahuan Tagihan PajakDaerah (SPTPD); 
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD)KB/N/LB; 
f. S urat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

4. Perayaratan Adminiatra111i 
a) Pajak Hotel 

1) Kartu NPWPD 
2) Bukti Transfer ke Bank /Tanda Bukti Penerimaan ke Benda-hara 

Penerimaan 
3) Bukti Penerimaan/Doki.Imenyang Dipersamakan 

2, Pihak Penunjang 
a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerab l dan Kepala Bidang Pajak Daerah II 
3) Kepala Subb(dang pada Bidang Pajak Daerah I da.n Bidang Pajak 

Daerah n 
4) Kaslr/ternpat pembayaran yang ditunjuk 

b. SOP Penagiban 
1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
2) Kepala Sidang Pajak Daerah r dan Ke~a Bidang Pajak Daerah Il 
3) Kepala Subbidarrg pada Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak 

Daerah Il 
4) Bendahara Penerimaan 
5) Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
'6) Wajib Pajak 

m. Peraturan Bupati Cirebon Nomor J24 Tabun 2015 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangu.nan Perdesaan Dan Perkotaan 
sebagai.mana telah diubab dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 
25 Tabun 2016 tentang Perubahan At:a;s Peraturan Bupati Cirebon 

n. Nornor 124 Tahun 201.5 tentang Tata Cara Perrgelolaan. Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Cirebon; 

o. Peraturan Bupati Cirebon N.omor 89 Tahun ·2011 tentang Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (Nf>WPD). 

• 

• 



c) Pajak Hibu.ran 
1) Kartu NPWPD 
2) Bukti. Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara 

Penerimaan 
3) Bukti Penerimaan/Dokumenyan.gDipetsamakan 
Pihak Terkait 
a. SOP Pembayaran dan Pelapotan dan Penetapan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Cirebon 

2) Kepala Bidang Pajak Daerah 11 
3) Kepala Bidang PPDP2 
4) Kepala Subbidang Pengendalian 
5) Kepala Subbid~ng Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 
6) Kasir/tempat pernbayaran yang ditunjuk 

b. SOP Penagihan 
I] Kepala Sadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Ci.rebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah I 
3) Kepala Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 
4),. Bendahara Penerimaan 
5} Petugas Pung-.it/t,'PT fujak Daerah 
6) Wajib Pajak 

c. Formulir-Iormulir yang Digunakan 
1) Tanda Terima; 
2) Surat Setoran. Pajak Daerah (SSPD); 
3J Nota Perhitungan; 
4) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD); 
5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPD)RB/N/LB; 
6) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

• 

b) Pajak Resto.ran 
1) Kartu NPWPD 
2) Bukti. Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara 

Pcnerimaan 
3) Bukti Penerimaan/ Dokumen yang Dipersamakan 
Pihak Terkait 
a. $QP Pembayarandan Pelaporan dan Penetapan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Cirebon 

2) Kepala Bidang Pajak Daerah IT 
3j Kepala Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 
4) Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk 

b. SOP Penagihan 
1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Ka.bupaten 

Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah II 
3) Kepala Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 
4) Bendahara Penerimaan. 
:;i) -Pe-.t:ugas Pungut/lJPT Pajak Daerah 
6) Wajib Pajak 

c. Formulir-formulir yang Digunakan 
I) Tanda Terima; 
2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
3) Neta Per.hitungan; 
4) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, (SPTPD); 
5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPD)KB /N / LB; 
6) Surat Tagihan PajakDaerah (STPD); 

• 



e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan fMBLBJ 
1) Kartu NPWPD 
2) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Buktl Penerimaan ke Bendahara 

Penerimaan 
3) Bukti Penerimaan/ Dokumen yang Dipersamakan 
Pihak Terkait 
a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan 

l) K,epaJa Sadan Pengelolaan Pendapatan Dae.rah Kabupaten 
Cirebon 

2) KepalaBidang Pajak Daerah a 
3) Kepala Subbidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dan Pajak Reklame 
4) Kasir /tempat pembayaran yang ditunjuk 

b. SOP Penagihan 
l) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah TI 
3) Kepala Subbidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dan Pajak Reklame 
4) Bendahara Pen.erimaan 
5) Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
6) Wajib Pajak 

c, Fonnullr-fotmullr yang Digunakan 
1) Tanda Terima; 
2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
3) NotaPerhitungan; 
4) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SP'fPD); 
SJ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPD)KB/N /LB; 
6) Surat T-e.giha.n Pajak Daera.h(STPD}; 

Pajak Peneiangan Jalan (PPJ) 
1) Bukti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendanara 

Penerirnaan 
2) Bukti Pcnerirnaao/Dokumen yang Dipersamakan 
Pihak Terkait 
a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan K b 

1) Kepala Sadan Pengelolaan Pendapatan Daerah a upaten 
Cirebon 

2) Kepala Bidang Pajak Daerah I . . 
3) Kepala Subbidang Pajak Penerangan, Jalan, Paiak Atr Tanah 

dan Pajak Sarang Burung WaJet 
4) Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk 

b. SOP Penaglhan. 
1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah I 
3) Kepala Subbidang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah 

dan Pajak Sarang Burung Walet 
4) Bendahara Penerimaan 
5) Petugas Pungut/UP'l' Pajak Daerah 
6) Wajib Pajak 

c. Formulir-Iormulir yang Digunakan 
l) Tanda Terima; 
2) Surat SetoranPajak Daerah (SSPD); 
3) Nota Perhitungan; 
4) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SP'l'PD); 
5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDJKB/N/LB; 
6) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

d) 

• 

• 



• 

Pihak Penunjang 
a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Cirebon 

2) Kepala Bidang Pajak Daerah Tl 
3) Kepala Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir 
4) Kasir/tempatpemba,yaranyang ditunjuk 

b. SOP Penagihan 
1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah II 
3) Kepala S.ubbidang Pajak Hotel clan Pajak Parkir 
4) Bendahara Penerimaan, 
5) Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
6) Wajib Pajak 

e, Formullr-formulir yang Digunakan 
1) Tanda Terima; 
2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
3J Neta Perhitungan; 
4) Surat Pemberitahuan 'Tagihan Pajak Daerah (SPTPD); 
5) Surat K.etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPD)KB/N/1'...B; 
6) Surat Tagihan Pajak Daerah {STPD); 

g) Pajak Burung Walet 
1) Kartu NPWPD 
2) Bukti Transfer ke Bank/'l'anda Bukti Penerimaan ke Bendahara 

Penerimaan 
3) Bukti Penerimaan /Dokumen yang Dipersamakan 
a. SOP PelJlbayaran dan Pela:porail dan Penetapan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Cirebon 

2) Kepala Bidang Pajak Daerah I 
3) Kepala Subbidang Pajak Pe.nerangan Jalan, Pajak Air Tanah 

dan Pajak Sarang Burung Wa1et 
4) Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk 

b. SOP Penaglhan 
1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah T 
3) Kepala Subbidang Pajak Penerangan -Jalan, Pajak Air Tanah 

dan Pajak Sarang Burung Walet 
4) Bendahara Penerimaan 
5) Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
6) Wajib Pajak 

c. Fo~ullr-formullr yang Digunakan 
1) Tanda Terima; 
2) Surat Setora:n Pajak Daerah (SSPD); 
3) Nota Perhitungan; 
4) Sur-a't Pemberitabuan Tagihan Pajak Daerah tSPTPD); 
5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPD)KB/N/LB; 

• 

Pajak Parkir 
1) Kartu NPWPD 
2) Bu kti Transfer ke Bank/Tanda Bukti Penerimaan ke Bendahara 

Penerimaan 
3) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan 



9. Waktu Pembayaran: 
Wak:tu Pembayaran setiap harJ kerja: 
1) Senin s/d Ka.mis pukul 08.00 s/d 14.30 WIB 
2) Jumat : pukul 08.00 s/d 14.00 WIB 

A. SOP BPHTB. 
a) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan BPHTB 

1) Wajib Pajak melakukan input data melalui sistern e-BPHTB; 
2) Wajib Pajak melaknkan input data SSPD BPHTB / Kode Bayar; 
3) Wajib Pajak membayar ke Bank tempat pembayaran ( BJB) dan/atau 

KasDaerah; 
4) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran dari bank bjb; 
S) Wajib Pajak m_engajukan berkas/data pendukung ke bagian 

pendaftaran dan pelayanan; 
6) Berkas akan dilak11 kan penelitian dan verifikasi; 
7) Apabila berkas tersebut belum lengkap/tidak sesual maka akan 

dilakukan verifikasi lapangan; 
8) Apabila te-rl.-as tersebut lengkap akan langsung diproses/vaUdasi.; 

Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah1 
a. Persyaratan Pelayanan : lf'ajak Hotel, Pajak Restoran,, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, PPJ, Pajak MBLB, Pajak Parkir, Pajak Air Tarrah, 
Pajak SBW, BPHTB dan Pajak Bumi dan.Bangunan, 
I. Wajib Pajak Membawa: 

Foto Copy KTP 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

2. Besamya Tarif / Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya 
Besarnya biaya sesuai dengan besamya ketetapari Pajak 
Daerah yang tertera padaSKPD 

3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan: 
Jangka waktu pelayanan maksimal 10 menit 
Jangka wak:tu pelayanan maksimal 3 hari [untuk verifikasi 
lapangan] 

4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan: 
1) Wajib pajak datang keloket pembayaran dengan memhawa 

SKPD. 
2) Petugas Pelayanan menerima dan meneliti SKPD. 
3) Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
4) Wajib Pajak membayar Pajak senilai yang tertera di SSPD 

sesuai dengan SKPD . 
5} Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak Daerah berupa 

lembar kel SSPD. 
6) Alur / Prosedur Layanan 

5. Spesifikasi Prociuk / Hasil Pela_yanan yang akan diterima oleh 
wajib pajak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

6. Kompetenai Petugas: 
a) Petugas pelayanan : 2 orang 
b) Tenaga adminlstrasi : l orang 

J umlah : 3 orang 
7. Sarana dan Prasarana Pelayanan: 

a) Ruang Tunggu dan lnformasi 
Q) Papan lrrforrnasi 
c) Mesin Ketik 
d) Kalkulator atau mesin hitung 

8. Pelayanan lnformasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
Perkantoran Pemda Sumbet (pada jam kerja) 
Jl.Sunan Ampel Nomor 1 Sumber 4561 lTelp. (0231)321431 

5. 

6) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 

• 

• 



Y) t-roses vaudasi .t:SP.tiT.t:S kurang dari Rp, 75.000.000,- akan 
. ditandatangani oleh pejabat eselon Ill (Kepala Bidang Pajak Daerah I); 

10) Proses validasi lebih dari sama dengan Rp. 75.Q00.000,- akan 
ditandatangani oleh pejabat eselon II (Kepala Badan]; · 

11) Setelah proses validasi se1esai maka berkas akan dikembalikan .ke 
WajibPajak. 

B. PERSYARATAN BPHTB : 
l. Wajib Pajak Membawa: 

1) Foto Copy MB / Bukti Peralihan Lainnya 
2) Foto Copy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Lainnya 
3) Foto Copy KTP; 
4) Foto Copy Pelunasan PBB 5 "Tahun Tetakhir; 
Sj Foto Copy SPPT PBB Tahun. Berjalan; 
6) Foto Copy S.SP PPh atau SKB PPh Final/ Surat Keterangan AWi Waris. 

SSPDBPHTB 
7) Surat kuasa dari Wajjb Pajak ( dalatn hal dikuasakan); 
8) Foto Copy identitas Kuasa Wajib Pajak ( dalam .hal dikuasakan]; 
9) Dokumen pendUkung lain y&1-g diperlukan. 

2. Formulir SSPD BPHTB: 
1) Wajib Pajak mengambil formulir di Nolalis/PPAT atau Kecamatan 
2) Notaris dan atau PPAT mengambil di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten 'Cirebon 
3, Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Gara Pesrbayaran , 

1) Tidak dipungut biaya untuk pengurusan BPHTB 
2) Besar biaya Pajak BPf{TB Sesuai dengan yang tertera di SSPD 

BPHTB. 
4. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan : 

l) Pengambilan formulli 5 menit 
2) Penibayaran 5 s/d 10 menit 
3) Penelitian Berkas 5 s/d 10 menit 
4) Verifikasi Lapangan 1 hari 
5) Validasi l hari lengkap 
6) Selesai Tanpa Verlap 1 Harl Kerja . 
7) Selesai dengan memerlukan Verlap 3 Han Kerja 

5. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan.Bf'H'TB: 
1) Menginput dan mengisi formulir permohonan 
2j Wajib Pajak menandatangani formulir yang sudah di isi lengkap 

sedangkan Notaria/ PPAT meneliti dan menandatangani 
3) Membayar Biaya Pajak BPHTB 
4) Pengembalian/Penyerahan berkas 
5) Penelitian berkas 
6) Verifikasi Lapangan 
7) Validasi 
8) Alur / Prosedur Layanan 

6. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterlma oleh wajib pajak 
Validasi Surat setora» Pajak Daerah (SSPD) BPHTB serta menerima 
lembar 1,2,3,4 dan 5 
Bappenda hanya mengambil (SSPD) BPHTB lembar nomor 3 yang 
sudah divalidasi beserta 'berkae pendukung lainnya. 

7. Kompetensi Pefugas : 
1) Tenaga Pelayanan : 4 orang 
2) Bagian Penelitian : 4 orang 
3) Bagian Lapangan : 5 orang 
4) Loket Pembayaran : 2 orang 
5) Tenaga Penga:mbilan Formulir SSPD BPHTB : 1 orang 

JUMLAH : J 6 orang 
8. Sarana Prasarana: 

l) Ruang Tunggu dan Informasi 
2) Buku Register 

• 

• 



C. Deskripsi SOP Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PPJ, MBLB, 
Pajak Parkir, Pajak Burung Walet dan BPHTB. 
a) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan 

l) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak rnelaporkan objek pajak 'cl.engan 
mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah 
disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan r atau dengan 
membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang 
dipersyaratkan. 

2) Seksi Pendataan clan Penetapan melakukan verifikasi terhadap 
dokumen, data obJek pajak.yang dilaporkan untuk diregistrasi, 

3) Fungsi registrasi adalab untuk penetapan NPWPD bagi Wajib Pajak 
yang belum terdaftar, 

4) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib 
Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD ke bendahara 
penerimaan/kas daerah melalui tempat'pembayaran yang ditunjuk, 

5) SPTPD dan salinan SSPD disetor./dilaporkan ke Loket DPPKA. Loket 
penertmaan SPTPD dart SSPD membuat Tanda. Terima rangkap 2, 
lernbar J diserahkan kepada Penyetot/Wajib Pajak dan lembar 2 di 
arsip urut nomor paling lambat lo" hari setelah masa pajak. 

6) Atas berkas SPTPD, SSPD dan Surat Tanda Setoran (STS) petugas 
pelayanan melakukan. verifikasi kembali tentang kebenaran, serta 
keabsahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam bentuk Nata 
Perhitungan, Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi 
oleh Kepala Subbidang dengan rnenandatangani nota perhitungan 
paling lambat 2 hari kerja setelah berkas diterima. 

7) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 hari kerj.a seksi 
pendataan dan penetapan membuat SKPD dalam rangkap 4. Kepala 
Bada.n/Kabjd Pajak Daerah I dan Kabid Pajak Daerah II 
tnenandatangani SKPD sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah 
menyelesalkan kewajibannya dalam hal petnbayaran. objek pajak. 

8) SKPD berdasarkan basil dari nota perhitungan dapat berupa: 
(a) SKPDKB1 jika berdasarkan basil pemeriksaan pajak terutang tidak 

atau kurang dibayar. 
(b) SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula 

belum terungkap yang rnenyebabkan penambaha:n jumlah pajak 
yang terutang. 

(c) SKPDN, jika jurnlah pajak yang terutang sama besamya dengan 
jumlab kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
-pajak. 

(d) SKPDLB, jika berdasarkan basil _pemeriksaan pajak terutang tidak 
atau lebih dibayar. 

9) SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB kemudian diki.rim ke wajib 
pajak paling lambat 3 bari kerja -setelah ditandatangani oleh Kcipala 
Kepala Bad.an/ Ka bid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak Daerah, IL · 

10) Wajib pajak yang menerima SKPDKB/SKPDLB bisa mengajukan 
keberatan apabila tidak setuju terhadap SKPDKB/SKPDLB tersebut 
dengan mengajukan surat keberatan, Keberatan dapat diajukan 

3) Komputer 
4) Papan Informasi AlurJ Prosedur Layanan 
5) Mesin Vending Matching 

9. Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten, Cirebon Perkantoran Pemda 
Sumber (pada jam kerja) Jl.Sunan Ampel Nomor i Sumber 45611 Telp. 
(0261)321431 

10. Waktu Pembayaran : 
Waktu Pembayaran setiap hari kerja : 
1) Senin·s/d Kamis : pukul 08.00,s/d 15.00 WIB 
2) Jumat : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB 

• 

• 



E. SOP Penetapan, Denda dan Bunga 
1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 

paling lama 30 (tiga puluh] hari kerja setelah rnembayar pajak. 
2) Apabila wajib pajak tidak mcmbayar sesuai SKPDKB/SKPDKB't' maka 

akan diterbitkan STPD dan. harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama l (satu} bulan sejak tanggal diterbitkan. 

3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga 2°Ai (dua perserarus} setiap bulan untuk 
paling lama 15 (lima belas} bulan sejak saat terurangnya pajak. 

4) Bendahara Penerimaan: 
a) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Kasi Penagihan dan 

Keberatan dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD); 

b) Mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut nomor pada 
Buku Register; 

c) Menyimpan uang basil penagihan di brankas; 
d) Menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokkan harinya; 
e) Melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada te;mpat 

yang disediakan untuk Bendahara Penerima; 
f) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam SIMDA 

Pendapatan. 

D. SOP Penaglhan 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran -pajak terutang 
maka ditakukan prosedur penagihan sebagaj berikut: 
1) Setiap pagi Subbid Bidang Pajak Daerah l dan BidangPajak Daerah II 

dan Keberatan mengumpulkan sejumlab Surat Setoran Pajak Daerah 
(SSPOJ unruk didistribusikan kepada petugas yang akan rnelakukan 
pemungutan PHR dan Hiburan. 

2) Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam jurnlah 
eesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambllan 
tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut, Sore harinya, 
petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan 'beserta tembusan 
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bidang penagihan (melalui 
Kepala Subbidang terkait atau "koerdinator petugas pungut"] serta 
mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipaka:i. 

3) Kepala Subbidang Penagibao dan Keberatan: 
a) Merekap basil tagihan pajak dan mecocok.annya dengan jumlah yang 

tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 
b) Mengarsip tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD} dalam arsip 

masing-masing secara urut-tanggal; 
c) Menyerahkan lembar 2 beserta hasil penagihan kepada Bendahara 

Penerimaan; 
d) Menyerahkan lembar 4 kepada Seksi Monitoring dan Evaluasi; 
e) Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau 

belum terpaka:i kepada Bendahara Penerimaan. 

secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia ke Kepala Badan 
maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPDKB/SKPDLB. 

11) Berdasarkan hasil verifikasi Seksi Penagihan dan Keberatan akan 
mengeluarkan surat i,eno1akan a.tau surat keputusan baru. paling 
lambat 14 hari setelah diterima surat keberatan. 

12) Wajib pajak yang menerima SKPDKB m:elunasi tagihan tersebut 
dengan mengisi formulit Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) da.n 
membayar melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 10 'hari sejak 
keputusan dit:crlma. 

13) Wajib pajak yang menerima SKPDLB dapat mengajukan melakukan 
restitusi/kompensa.si sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

--------~-- ~-- - 
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A. SOP PEMBAYARAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME 
l , Piha.k Ter-kait 

a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ci.r:ebon 

b. Kepala Subbidang pada Bidang Pajak Daerah J dan BidangPajak 
Daerah n 

o. Bendahara Penerimaan 
d. Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
e. Wajib .Pajak 

2. Formulir-formulir yang Digunakan 
a. Lembar Penetapan Pajak Reklame 
b. Surat Setoran Pajak.Daerah (SSPD) 
c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) LB/KB/N/KBT 
e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 
f. Surat Ketetapan Paj-ak Daerah (SKPD) Reklarne 

3. Persyaratan Admioistrasi Pajak Reklame 
a. Fotocopy kartu tanda penduduk 
b. Fotocopy SIUP dan TOP 
c. KartuNPWPD 
d. Formulir Isian Data Reklame 
e. Denah Iokasi dan desain gambar 
f. Surat penyataan wajib pajak reklame 
g. Surat Kuasa dan Fotocopy bagi penguruean yang diwakilkan 
h. Forrnulir pendaftaran 

4. Deskripsi SOP Pajak Reklame. 
a. SOP Pembayaran, Pelaporan clan Penetapan 

1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek 
pajak reklame dan air tanah dengan mengisi Sur.at 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah 
disediakan petugas pelayanan atau dengan membawa sendiri 
dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang 
dipersyaratkan. 

• 

4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan sanksi 
adnunistratif berupa bunga 2% {dua perseratusj setiap bulan dihitung 
dari pajakyang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling 
lama 24 bulan dihitung sejaksaat terutangnya pajak. 

5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPDKBT clikenakan: sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 100 °/o {seratus perseratus) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut, kenaikan ini tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri -Sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

6) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terutang 
dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25o/o {dua puluh lima perseratus] dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga 2°/o (dua i,erseratus) setiap 
bulan di.hltung dari pajak yang kurang atau terlamte)at dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 

7) 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
8) Setiap Wajib Pajak yang deogan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan. tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
ketenmgan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana penjara paling Jama 2 {dua) tahun atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang bayar. 

• PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN MEKANISME 
PEMUNGUTAN OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM (PAJAK REKLAME, PAJAK 
AIR TA.NAB DAN PBB). 



• 

2) Su bbid Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah 11 
melakuka:n verifikasi terhadap dekumen, data objek pajak 
yang dilaporkan untuk diregistrasi paling lambat l (satu) 
hari kerja. 

3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi. Wajil:> 
Pajak yang belum terdaftar. 

4) Dalam.rnelakukan 'perhitungan pajak, petugas menggunakan 
nota perhitungan dengan cara menyesuaikan data _pada 
SPTPD dengan d'a.sar dao jenis penetapan paJak yang 
terdapat dalam peraturan daerah paling lam bat 1 hari kerja. 

5} Kepala Subbid Bidang Pajak Daerah. I dan Bidang Pajak 
Daerah Il melakukan verifikasi terbadap kebenaran, 
kesesuaian penetapan pajak yang terdapat dalam nota 
perhitungan. Kebenaran dan .keseauaian penetapan pajak 
divalidasi oleh Kepala Subbid Bidang Pajak Daerah l dan 
Bidang Pajak Daerab Tl dengan menandatangani nota 
perhitungan paling lambat I hari kerja. 

6) Berdasarkan. nota perhitungan paling lambat 2 hari. kerja 
Kasubid Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bu.mm Logam. dan 
Batuan (MBLB) mernbuat SKPD dalam rangkap 4. 

Lembar 1 untuk Wajib Pajak 
Lembar 2 untuk Petugas 
Lemear 3 untuk Bendahara Penerimaan 
Lembar 4 untuk Bidang Pendapatan 

7) 1{epala Badan dan Kabid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak 
Daerah IT I menandatangani SK.PD atau bukti pembayaran 
lainnya sebagai bukti bahwa SKPD yang dikeluarkan oleh 
petugas sah dan benar. 

8J Apabila Wajib Pajak tidak keberatan, pa.Ung lambat 10 .hari 
kerja roaka dilakukan pembayaran ke Bendahara 
Penerimaan atau langsung ke Kas Daerah. Kas 
Daerab/Bendahara Penerima menerbitkan SSPD dan dicatat 
eleh Kasubid Pajak Reldame dan, Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan (MBLBJ. 

9) Wajib pajak yan.g merasa keberatan dapat mengajukan 
permohonan keberatan kepada Bupati melaJui Kepala Kepala 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, kemudian dokumen 
diturunkan kepada Bidang Pajak Daerah 11, untuk 
selanjutnya diadakan verifikasi atas kebe.ratan .Pajak . 
Apabila keberatan diterima akan cliterbitkan SKPD bar:u atas 
jumlah pajak yang barus disetorkan, apabila ditolak maka 
diterbitkan surat penolakan dan wajib pajak harus tetap 
membayar pajak. 

10) SSPD yang disetor langsung ke Kas Daerah dilakukan 
validasi antara SSPD dengan Rekening Koran Kas Daerah 
Bank BJB oleh Subbid Pada Bidang Pajak Daerah Il paling 
lambat 2 bari kerja setelah SSPD cliterima. 

11) Pajak Reklame yang sudah dibayar diberikan tanda lunas 
berupa sticker dan /atau stempel lunas bayar pajak, 
kemudian Subbid Pada Bidang Pajak Daerah IT melakukan 
pencatatan dan pembukuan verifikasi terhadap jurnlah 
setoran yang menjadi kewajiban wajib pajak apabila terdapat 
Lebih Bayar/Kurang Bayar maka diterbitkan SK.Pb oleh 
Kepala Bidang Pajak Daerah I dan Kepala Bidang Pajak 
Daerah n. 

12) Hasil verifikasi terhadap SSPD wajib pajak, maka dapat 
d1terbitkan : 
(a) SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan 

menentukan junilah kelebihan pembayaran pajak karena 

• 
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jumlah kredit paja.k lebih besa.r darl pada paja.k 
terhutang. 

(b) SI<PDK:B, jika clitemukan data baru/atau data yang 
-semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah 
paja.k yang terutang. 

(c) SKPbKBT, jika ditemukan data baruj'atau data yang 
semula belum terungkap yang meoyebabkan jumlah 
paja.k yang terutang. 

13) SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT kemudian diberikan ke wajib 
pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani 
SKPD. 

14) Wajib pajak mengisi formulir SSPD sesuai berdasarkan 
SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT dan menyetorkan/retribusi ke 
kas daera,h melalui tempat pembaya.ran yang dinmjuk. 

b. SOP Penagjhan 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak 
terutang, maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : 
1) Petugas -penagihan meminta sejumlah SKPI? Reklame untuk 

didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan 
pemungutan Pajak Rekla.me. 

2) Petugas pungut diberi SKPD dalam jumlah sesuai dengan 
jumlah wajib pajak yang ditagih hari itu. Pengarnbilan 
tersebut dicatat dalam buku ekspedisi petugas pemungut 
sore .harinya, petugas pemungut menyetorkan uang hasil 
pungutan beserta tembusan SSPD kepada Kepala Bidang 
Pajak Daerah ll melalui Subbid pada Bidang Pajak Daerah Il 
atau koordinator petugaspungut serta mengemba.likai'l Surat 
Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai, 

3) Subbid pada Bidang Pajak Daerah li 
(a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya 

dengan jumlah yang tertera pada SSPD. 
(bl Mengarsipkan tembusan SS:PD dalam arsip masing­ 

masing wajib pajak secara urut tangga1. 
(c} Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan 

kepada Bendahara Penerimaan dan menyerahkan lembar 
4 ke seksi monitoring dan evaJuasi. 

(d) Mengembalikan SSPD yang tidak atau ·belum terpakai 
kepada Bendahara Penerima. 

4) Bendahara Penerimaan 
(a) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh bagian 

penagihan dengan jumlah yang tertentu pada SSPD. 
(b) Mencetat SSPD secara urut nomor pada buku register. 
[c] Menyetorkan basil tagihan ke kas daerahyrnenyimpan 

uang basil penagihan di brankas. 
(d) Menyetorkan basil penagihan ke bank pada keesokan, 

harinya. 
(e) .Melengkapi isian SSPD pada tempat yang disediakan 

untuk Bendahara Penerimaan. 
(l) Menginput SSPD ke dalam Aplikasi SIMDA Pendapatan, 

c, SOP·Penetapan, Denda dan Bunga 
1) Tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran. pajak yang 

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
membayar pajak SKPD diterbitkan. 

2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai 
SKRD/SKPDKBfSKPDKBT maka akan rliterbitkan STFD dan 
harus dilunasl dalam jangka waktu paling lama 1 (satu] 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 

3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan 
eanksi admini.stratif berupa bunga 2°/o [dua perseratus) 

• 



B. PAJAK AIR TANAB 
1. Pihak Terkait 

a Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Cirebon 

b. Kepala Bidang Pajak Daerah I Kepala Subbidang pada Bidang 
Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daereh II 

c. Benoahara Penerimaan 
cl. Petugas Pungut/UPTPajakDaerab 
e. Wajib PajakPetugas Pungut 
f. Wajib Pajak 

i. .Foi;w.'l,(J,i.i;-!efm-ulir yang Digunakan 
a. Lembar Penetapan Pajak Air Tanah / Reklame 
b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
c. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) 
d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) 
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) LB/KB/N/KBT 
f. Surat Tagihan .Pajak Da:erah (STPD) 
g. Kartu Pencatatan Stand Meter Air Tanah (Untuk Pajak Air 

Tan.ah) 
h. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah/Reldame 

3. Persyaratan Administrasi Pajak Air Tanah 
a. Surat ijin pemanfaatan air tanah dari pemerintah provinsi Jawa 

Barat; 
b. Fotocopy kartu tanda penduduk 
c. FormuliI:Pendaftaran Pata Air Tanah 
d. Denah lokasi pengambilan air tanah 
e. Surat Kuasa dan Fot.ocopy bagi pengurusan yang diwakilkan 

4. Deskripsi SOP Pajak Air Tanah 
a. SOP Pembayaran, Pelaporan danPenetapan 

1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek 
pajak reklame dan air tanah dengan rnengisi Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPI'PD) yang suda:h 

setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan. sejak 
saat terutangnya pajak. 

4) J.umlah kekurangan pajak yang terutang SKPDRB dikenakan 
'San.ksi ariministratif berupa bunga 2o/o {dua perseratus) 
setiap b.ulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat teruta:ngnya pajak. 

5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPDKBT dikenakan 
sanksi ac!ministratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus 
perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, 
kenaikan .ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak .melaperkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, 

6) Jika kewajiban rnengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak 
terut-a.ng d.lbitung secera. jabatan, juga dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
perseratus] dari pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa bunga 2°/o {dua perseratus) setiap bulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlam bat dibayar unruk jangka 
wakitu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

7) Setiap Wajib Pajak yang dengan -sengaja tidak 
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau 
tidak Iengkap atau .melampirkan keterangan yang tidak, 
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling1ama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang bayar, 

• 
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disediakan petugas pelayanan atau dengan mem bawa sencliri 
dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang 
dipersyaratkan. 

2) Subbid Bidang f'aj'ak Daerah I dan Ei'dang Pajak Daerah II 
melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak 
yang dilaporkan untuk diregistrasi paling Iambat 1 (satu) 
hari kerja, 

3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib 
Pajak yang belum terdaftar. 

4) Dalam melakukan perhitungan paja:k, petugas menggunakan 
nota perhitungan dengan cara: menyesuaikao data pada 
SPT'PD dengan dasar dan jenis penetapao pajak yang 
terdapat clalam peraturan daerah paling lambat 1 hari kerja. 

5) Kepala Subbid, Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak 
Daerah n melakukan verifikasi terhadap kebenaran, 
kesesuaian peneta:pan pajak yang terdapat dalam nota 
perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak 
divalidasi oleh Kepala Subbid Bidang Pajak Daerah I dan 
Bidang Pajak Daerah fl dengan menandatangani nota 
perhitungan paling lambat l had kerja. 

6) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja 
seksi -pendataan dan penetapan membuat SKPD da:Jam 
rangkap 4. 

Lembar 1 untuk Wajib Pajak 
Lembar 2 untuk Petugas 
Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan 
Lembar 4 untuk Bidang Pendapata,n 

7) Kepala Badan dan Kabid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak 
Daerah II/ menandatan;gani SKPD sebagai bukti bahwa 
SKPD yang dikeluarkan oleh petugas-sah dan benar. 

8) Apabila Wajib Pajak tidak keberatan, paling lambat 10 hari 
kerja maka dilakukan pembayaran ke Bendahara 
Penerimaan atau langsung ke Kas Daerah. Kas 
Daerahj' Bendaharaan. Penerima menerbitkan SS'l'D dan, 
dicatat oleh Kasi Pendataan dan Penetapan, 

9) Wajib pajak yang: .merasa keberatan dapat mengajukan 
pennohonan keberatan kepada Bu pati melalui Kepala Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah, kemudian dokumen 
diturunkan kepada Subbid Bidang Pajak Daerah l, untuk 
selanjutnya diadakan verifikasi atas keberatan pajak. 
Apabila keberatan diterima akan diterbitkan SKPD baru atas 
jumlah pajak yang harus disetorkan, apabila ditolak maka 
diterbitkan surat penolakan dan wajib pajak harus tetap 
membayar pajak. 

10) SSPD y.ang disetor langsung ke Kas Daerah dilakukan 
validasi antara SSPD dengan Rekening Koran Kas Daerah 
Bank BJB oleh Subbid Pada Bidaog Pajak Daerah l paling 
lambat 2 hari kerja setelah SSPD diterima. 

11) Kemudian. Subbid Pada Bidang Pajak Daerah I melakukan 
pencatatan dan pembukuan verifikasl terhadap Jum1ah 
seteran yang menjadi kewajiban wajib pajak, apabila 
terdapat Lebih Bayar/Kurang Bayar maka diterbitkan SKPD 
eleh Kepala Bidang Pajak Daerah I. 

12) Hasil verifikasi terhadap SSPD wajib pajak, maka dapat 
diterbitkan : 
(a) SKPDLB, jika berdasarkan basil pemeriksaan 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
terhutang, 

• 

~----------------~- 



• 

(b) SKPDKB, jika ditemukan data ba.ru/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah 
pajak yang terutang. . 

(c) SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau ·data yang 
semula belum terungkap yang meriyebabkan jumlah. 
pajak yang terutang. 

13) SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT kernudian diberikan ke wajib 
pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani 
SKPD. 

14) Wajib pajak mengisi fortnulir SSPD sesuai berdasarkan 
SKPDLB/SKPDK.B/SKPDKBT dan menyetorkan/retribusi ke 
kas daerab melalui tempat _pembayaran y,ang ditunjuk. 

b. SOP Penagihan 
Tediadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayeren pajak 
terutang, maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : 
J) Petugas penagihan meminta sejumlah SSPD Pajak Air Tanah 

untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan 
-pemungutan Pajak air tanah. 

2) Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah sesuai dengan 
jumlah wajib pajak. yang ditagih hari itu. Pengambilan 
tersebut dicatat dalam buku ekspedisi petugas pemungut 
sore .harinya, petugas pemungut menyetorkan uang hasil 
pungutan beserta tembusan SSPD kepada Kepala Bidang 
Pajak Daerab I rnelalui Subbid pada Bidang Pajak Daerah I 
atau koordinator petugas pungut serta mengembalikan Surat 
Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai. 

3) Subbid pada Bidang Pajak Daerah r 
(a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya 

c;lenganjumlah.yangterterapada SSPD. 
(b) Mengarsipkan tembusan SSPD dalam arsip masing­ 

masing wajib paJak secara urut tanggal. 
(c) Menyerabkan Iembar 2 beserta uang hasil penagihan 

kepada Bendahara Penerimaan dan menyerahkan lernbar 
4 ke seksi monitoring dan evaluasi, 

(d} Mengembalikan SSPD yang tidak atau belum terpakai 
kepada Bendahara Penerima, 

4) Bendahara Penerimaan 
(a) Mencocokkanjumlab uang yang diserahkan oleh. bagian 

penagihan dengan jumlah yang tertentu pada SS:PD . 
(b) Mencatat SSPD secara urut nomor pada buku .register. 
(c] .Menyetorkan. hasil tagihan ke kas daerah/meny.impan 

uang hasil penagihan di brankas. 
(d) Menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokan 

harinya. 
(e) Melengkapi Isian S.SPD pada tempat yang disediakan 

untuk Bendahara Penerimaan. 
(f) Menginput SSPD ke dalam Aplikasi SIMDA Pendapatan. 

c. SOP Penetapan, Denda dan Sunga 
l) Tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 

terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
membayar pajak. 

2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai 
SKPDKB/SKPDKBT maka .akan diterbitkan STPD dan harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan 
sejak tanggal diterbitkan. 

3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) 
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas] bulan, sejak 
saat terutangnya pajak. 

• 



5. S.OP Pajak Bumi Dan Bilngunan Perdesaan ~n Perkot~ (P~l 
a. Deskripsi SOP Pendaftaran Objek Pajak Dalam prosedur pendaftaran 

objek pajak ini,wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif 
meregistrasisan obJek p&jah'n)'"8. -sendir'L Proses pendafraran dilakukan 
melalui fungsi pelayanan di Badan pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Cirebon yang .kemudian akan meneruskan data dari wajib 
pajak ini kefungsi : 
1) Fungsi Pelayanan. mempersiapkan SPOP, tanda: terima 

penyampaian SPOP (dua lembar] serta tanda terima -pengembalian 
SPOP (dua lembar), Kemudian, fungsi pelayanan akan 
rnenyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengam bilan 
yang telah ditentukan, fungsi pelayanan sendiri dan/ atau bank 
tempat pembayaran (bank bjb) 

2) °\X/.ajib pajek mende.te.ngi salah-satu tempatpengambilan yang telah. 
ditentukan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, 
wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda tecima 
'penyampatan SPO'P. Lembar pertama dokumen ini ·akan- disimpan 
oieh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam 
arsip fu ngsi pelayanan 

3) Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan 
memberikan tanda teritna pengembalian SPO.P untuk 
ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan 
kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip 
fungsi pelayanan 

4) Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan 
pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh 
wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, 
pengembal.ian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga 
terpantau dengan adanya daftar ini 

SJ Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi 
pedataan untuk diteliti. Jlka SPOP bermasalah, fungsi pendataan 
akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut 
tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip 

4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga 2%, (du_a perseratus) 
setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jarrgka waktu paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak. 

5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPDKBT dikenakan 
sanksi.administratif berupa kenaikan, sebesar 100 °/o (seratus 
perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
kenaikan. ini tidak -dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

6) Jika kewajiban mengisi SPfPD tidak dipenuhi, selain pajak 
terutang' dihltung secara jabatan, juga dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar'25% (dua puluh lima 
perserams) dari pokok pajak filtambah sanksi adminietretif 
berupa bunga 2o/o {dua perseratus) setiap bulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya 
-pajak. 

7) SetJap W.ajib Pajak yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau 
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugika.n .keuangan daerah .dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yan,g 
tidak a:tau kurang bayar. 

• 

• 



• 

b. Desk.rlpl,1 SOP Pendataan Objek Pajak 
Dalam prosedur pendataan qbjek pajak ini, fungsi Pendataan Badan 
Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon mengumpulkan data 
objek pajak secara langsurtg. ke lapangan. Fungsi pendataan secara 
aktu melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, 
hingga mendokumentasikan data-data tersebut bersama fungsi 
pengolahan data: ; 
1) Fungsi. pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum, 

turun ke lapangan dan rnengumpulkan data mengenai objek pajak 
secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian 
pendahuluaa terdiri dari luae wilayah, perkiraan luas tanah yang 
dapat dikenakan PBB, 1uas tanah dan bangunan yang sudah 
dikenakah PBB, jurnlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang 
sudah terdaftar 

2) Fungsi pendataan. menyusun rencana kerja berdasarkan data dan 
informasi tersebut, Renoana ~erja ini digunaken untitk n,enyu~irn 
organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. 
Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa/ 
'ke Desa/Kelurahan dan sarana pendukung 

3.) Langkah ini merupakan pekerjaan, lapangan untuk meniperoleh 
data objek pajak. Bersamaan dengan Iangkah ini, fungsi ·penilaian 
melakukan pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). 'Terdapat 
altematif untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu ; 
J.> Menyampaikan dan Memantau Pengem.balian SPOP 

• Fungsi pendataan membuat sket/ peta b1ok berdasarkan 
sket, peta desa/ ke Desa/Kelurahan. Sket/ petablok ini 
kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak 
relatif bidang objek · pajak. dan kelengkapan .administrasi, 
fungsi pendataan, akan memiliki daftar sementara daftar 
objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. 
Daftar sementara data objek dan subjek pajak .ini. akan 
disimpan didalam arsip 

• Fungsi pendataan akan memberi nomor objek pajak (.NOJ:'J 
terhadap objek pajak yang didata danjuga mengedintifikasi 
kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas .rukun 
tetangga (RT) dan rukun warga (RW) 

J.' Mengukur Bidang_Objek Pajak 
• Berdasarkan sket, peta desa/ keDesa/Kelurahan serta sket 

relatif bidang, fungsi pendataan mengukurbatas - batas. 
objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan 
yang sudah diukur Fungsi perrdataan akan mengisi SPOP 
berdasarkan .data objek pajak yang telah diukur lalu 
menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak 

• Wajib pajak mengecek data yahg diisikan pada SPOP 
mereka kemudian menandatangani. SPOP tersebut. Setelah 
itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungei 
pendataan 

> Mengidentifikasi Objek Pajak 
• Berdasarkan sket, peta Desa/Kelurahan serta sket relatif 

bldang, fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak 
dan memberi NOP berdasarkan data tersebut 

• Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak 
pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi 
tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirmaai 

• Wajib pajak mengecek data yang telab diisikan pada SPOP 
rnereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah 
itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke Iungsi 

• 

serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan disirnpan ke 
dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai 



c, Deskripsi SOP Peniiaian Objek Pajak 
Dalam prosedur penilaian objek pajak .ini, fungsi penilaian dinas 
pendapatan daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan 
oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan. 
Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan Ini, fungsi 
penilaian dapat menilai secara massal maupun individual 
1} Fungsi penilaian mernpersiapkan dokumen - dokumen yang 

dipetlukan untuk metillai tanah secara massal. Dokumen - 
dokumen mi terdiri dari -pe.ta wilayah, peta desa/ ke 
Desa/Lurahan, Peta· blok, peta ZN1', ZNT lama, data nilai indikasi 
rata -rata (NTR.), data dari laporan notaris/ PPAT, data potensi 
pengembangan wj.layah serta data jenis pembangunan tanah 

2) Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk 
menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan 
digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah 
permeter persegi 

3) Fungsi penilaian membuat batas imanijer zona nilai tanah (ZN'T) 
untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk 
rnembuat ko:nsep peta ZNT dengan batas imanijer. Konsep peta ini 
akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR 

4) Fungsi penilaian membuat pet.a ZNT akhir yang akan digunakan 
untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar 
.NJQP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan 
digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB 
terhutang 

d. Deskripsi SOP Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek 
Pajak Standar 
l) Fungsi penilaian membuat volumejenis pekerjaan serta data harga 

.satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran 
biaya bangunan 

• 

• p.en.dataan 
, MemferifikasiData Objek Pajak 

• Berdasarkan sket, 'Desa/kelurahan serta relatif bidang, 
fungs1 pendll.tll.M'l menenn tl'il.n./atau tinaknya perubahan 
data mengenai objek pajak terkait, Jika tidak ada, fungsi 
pendataan akan menyalln data yang terseclia ke SPOP. Jika 
ada perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan 
revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, 
baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data 
baru has1 revisi, akan diserahkan ke wajib pajak 

• Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka 
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Se'telah Itu, 
wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi. 
pendataan 

4) Fungsi, pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang 
telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan 
diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari 
melengkapi SPOP-yang belum lengkap 1alu mencocokan SPOP yang 
sudah Jengkap dengan sket/ peta blek/ ~T 

5) Berdasarkan, data pasar, daftar biaya komponen bangunan 
(DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi 
pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian 
menyerahkanya ke fungsi pengolahan data 

6} Fungsi peGgolahan data menyimpan data - data ini ke dalarn basis 
data mereka lalu mengembalikan dokumen - dokumen aslinya ke 
fungsi pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan menyimpan 
dokumen - dokumen ini kedalam arsip yang sesuai 

• 



h, Deskripsi SOP Penetapan PBB 
Prosedur penetapan ini mencakup tahapan fungsi pene_tapan dalam 
rnencetak dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang 
{SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses tlistribusi SPPT, fung~i 
penetapan dibantu oleh petugas diternpat pembayaran PBB. Disamping 
itu, prosedur ini juga mencakup proses keberatan 'yang mungkin 
diajukan oleh wajib pajak 
1.) Fungsi penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang 

(SPPT),surat storan pajak daerah (SSPD), serta dua lembar daftar 

g. Deskripasi SOP PenilaJan Dengan Pendekatan Biaya (Untuk Tanah 
Dan Bangunan) 
1) Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan 

Ll<'OK objek pajak terkait, Untuk tanah, penilaian yang dilakukan 
sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. 
Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu 
menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi. 
nilai penyusutan 

2) Fungsi penilaian menentukan NJ'OP, balk untuk bUmi dan 
bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran 
dati tahap ini. NJ0P ini akan digunakan sebagai salah satu 
komponen dalam menghitung PBB terutang 

• 

f. Deskripai SOP Penilai,an Dengan Pendekatan Data Pasar (Untuk 
Pasar) 
1) Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek 

pajak, membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen - 
dokumen pendukung seperti SPOP dan lembar kerja objek khusus 
(LKOK) 

2) Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan. 
membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya 
kurang dari 10°/o terhadap NIR, fungsi penilaian akan 
me,nggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBS. Namun, jika 
selisihnya lebih dari 100/o, fungsi -penilaian akan membuat 
rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya 

3) Fungsi penilaian menentukan NJOP bu:mi NJOP bumi merupakan, 
keluaran, dari tahap mi. NJOP ini akan digunakan sebagai salah 
satu komponen dalarn menghitung PBB terutang 

• 

2} Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian 
m:enghitung biaya dasar .keseluruhan bangunan untuk, 
mendapatkan DBKB objek pajak standar 

3) Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP 
bangunan standar merupakan, keluaran dari fahap ini. NJOP ini 
akan digunakan sebagai salah satu kornponen dalam menghitung 
PBB terutang 

e, Deakripsi -SOP Penilaian Maaal Bangunan dengtn DBKB Objek 
Pajak Non Stand 
1) Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk 

menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen 
material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan 

2) Berdeearkan <laftar .nilai komponen utama bangunan, daftar nilai 
kornponen material bangunan, serta daftar nilaikomponen fasilitas 
bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak 
non standar 

3) Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP 
bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap int. NJOP 
ini akan digunakan sebagai salah satu komponeo dalam 
menghitung PBB 



i. Deskripaai SOP Pembayaran PBB 
Prosedur pembayaran ini. menjabarkan altematif cara pembayaran PBB 
yang dapat dipilili oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, 
i:empat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/ atau kantor pos 
tertentu atau melalui tempat. pembayaran elektronik 
Terdapat tiga oara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, 
yairu ke petugas pemungut, ke tempat pembayaran yang ditunjuk, atau 
melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut adalah penjelasan 
teknis mengenai ketiganya. 
1) Pembayaran PBB Ke Petugas Pemungut 

:> Petugas pernungut melakukan verifikasi atas SPPT yang 
diserahkan ole.h wajib pajak serta .mencocokan-, data pada 
SPPT dan data di DHKP (Jembar pertama). Setelab itu, petugas 
pemungut meyiapkan tanda terima sementara (TI'S) 

} Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB -atas 
setiap pembayaran PBB dari wajib pajak dan-, menyerahkan 
TI'S kepada wajib pajak sebagai bukti sementara atas 
pembayaran PBB. 

:> Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas pemungut, 
tempatpembayaran l'BB melakukan-, verifikasi atas SSPD (tiga 
!em.bar) clan menandatanganinya. Kemudian, tempat 
pembayaran PBB memberikan Iernbar pertama SSPD kepada 
wajib pajak Wajib pajak menerima SSPD lembar pertama dari 
tempat pembayaran PBB kemudian rnenukarkan TTS yang 
dipegangnya ke petugas pemungut. Petugas pemungut akan 
menyampan 'ITS in1 ke dalam arsip 

J.- Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang 
telah diterima baik di daftar realisasi serta-, buku penerimaan 
dan penyetoran PBB 

~ Tempat pembayaran PBB -menyetorkan PBB yang telah 
drsetorkan ke kal3 bank. ss·PD lembar kedua-. almn diserahkan 

• 

himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, 
peta blok, SPOP, dan net konsep sket/ peta ZNT yang diperoleh 
dari fungsi pengolahan data 

2) Fungsi -penetapan menyerahkan DHKf' serta SS-FD ketempat 
pembayaran PBB. Tempat pembayaran PBB akan .menyimpan 
SSPD dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing-masing 
kemudian. .menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas 
pemungut. Fungsi penetapan juga akan mendistribusikan SPPT ke 
wajib pajak melalui tempat pembayaran PBB 

3] Wajib pajak yang rnerasa keberatan dalam jumlab pajak terutang 
mengajukan keberatan dengan cara rnenyerahkan surat keberatan, 
SPP'J' / surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang 
diperlukan .kepada fungsi pelayanan 

4) Fungsi peiayanan memverifik.asi surat kebenaran keberatan, 
SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang 
diserahkan oleh wajib pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak 
dapat diproses sehingga data - data tersebut dikembalikan kepada 
wajib pajak terkait, Namun jika sesuai, data - data.tersebut akan 
diteruskan ke fungsi penetapan 

5) Fungsi penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT / surat 
ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung, Jika dapat diproses 
Iebih, Ianjut, fungsi penetapan. akan menerbitkan berita aeara (BA) 
pemeriksaan. dan memberlkannya ke kepala Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

6) Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerab membuat surat 
keputusan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan 
menyerahkannya- ke fungsi penetapan untuk diteruskan ke wajib 
pajak 

• 



j. Deskrip:si SOP Penagihan PBB Prosedur penagihan PBB ini dijalankan 
ketika wajib pajak terlarnbat membayar PBB dan/atau membayar 
dengan jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses ha! 
ini dengan menggunakan dokumen- dokumen berupa surat penagihan 
pajak (STP), surat teguran, dan/ atau surat paksa 

• 

kepada bendahara penerirnaan dan yang ketiga ak.an disimpan 
ke dalam arsip TI'S ditempat pembayaran PBB. Setelah 
rnenyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan 
merrerima 'Surat tanda setoran (STS) -seban:y):lk dua lembar 

> Tempat pembayaran PBB akan menoatat penyetoran pada 
buku penerimaan dan penyetoran kenrudian-. menyerahkan 
lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan 
menyimpan lembar keduanya di dalam arsip. 

2) Pembayaran PSB Ke T~pat Pembayaran Yang Ditunjuk 
~ Tempat pembayaran yang ditnnjuk melakukan verifikasi atas 

SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak,. mencocokan data 
wajib pajak, kemudian menandatangani SSPD (tiga 
lembar) Jembar pertama SSPD diseralikan kepada wa:jib pajak 
sebagai bukti pembayaran PBB 

> Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang 
telah diterima baik di daftar realisasi serta-, buku penerimaan 
dan penyetoran PBB 

,- Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah 
dibayarkan ke kas bank. SSPD lembar kedna-, akan 
diserahkan. kepada bendahara penerimaan da:n yang ketiga 

.akan disimpan ke dalam arsip TIS di tempat pembayaran PBB. 

.Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB 
akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua 
lembar 

> Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran p_ada 
buku penerimaan da.n penyetoran kernudian-, menyerahkan. 
Jembar pertarna STS kepada bendahara penerimaan dan 
menyimpan Iembar keduanya di dalam, arsip 

31 Pembayaran PBB Ke Pembayaran E!ek.tronik (TPEj 
> Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti 

atas pembayaran yang telah-. dilakukannya baik melalui 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon seluler dan/ atau 
internet, kepada 'TPE 

> TPE membuat daftar p~mbayatan PBB berdasarkan bukti 
bayar kemudian mengerobalikan bukti bayar tersebirt ke wajib 
'pajak, Kemudian, wajib pajak memberikan bukti bayar ke 
tempat pembayaran PBB ntuk memperoleh. SSPD 

~ Tempat pembayaran yang di tunjµk melakukan verifikasi. atas 
SP.Pf yang diserahkan oleh wajib ,pajakdan kemudian 
menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama SSPD 
diserahkan kepada wajib-pajak sebagai bukti pernbayaranPBB 

> Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang 
telab diterima baik di daftar realisasi sertabuku 'penerimaan 
dan penyetoran PBB 

> Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah 
dibayarkan. ke kas bank. SSPD kedua akan diserahkan kepada 
bendahara penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke 
dalam arsip .SSPD dj tempat 'pembayaran PBB. Setelah 
menyetorkan PBB ke bank, ternpat pembayaran PBB akan 
menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar 

}> Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada 
buku penerimaan dan penyetoran .kemudian menyerahkan 
lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan 
menyimpan Iembar keduanya didalam arsip 

• 



• 

k. D'eskripsi SOP Keberatan PBB Prosedur kerja ini merupakan pedoman 
pelaksanaan penelitian keberatan PBB yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset terhadap pe;ngajuan 
keberatan PBB yang wewenang penyelesaiannya merupakan wewenang 
Kepala Dinas · 
1) Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PB.B yang telah 

rrremenuhi persyaratan dan wewenang 'penyelesaiannya adalah 
wewenang Kepala Dinas serta pelaksanaan penelitian atas 
keberatan PBB tersebut. dilaksanakan oleh Dinas, dari Petugas 
pelayanan menyerahkan berkas pengajuan keberatan, dan Lembar 
Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan kepada Kepala, 
Subbidang 

2) Kepala Subbidang PBB setelah menerima berkas d:a:ri Petugas 
Pelayanan memerintahkan Pe.laksana Sek-si J>BB' untuk membuat 
Surat Togas Penelitian 

3) Pelaksana Ekstensifikasi rnembuat konsep Surat Tugas dan 
menyerahkan ke_pada Kepala Subbidang PBB 

4) Kepala, Subbidang PBB .meneliti, menyetujui dan memaraf; 
l<'emudian meneruskan konsep Surat Togas kepada Kepala Bidang 

5) Kepala Bidang meneliti, me;nyetujui dan .menandatanganl. Surat 
Tu gas 

6) Berdasarkan Surat Togas yang telah ditandatangani, petugas 
peneliti (Pelaksana Seksi PBB, .Penilai PBB, atau petugas Jain yang 
ditunjuk oleh Kepala Kantor) melaksanakan penelitian di kantor 
Apabila tidak diperlukan rekomendasi -pehilaian, dilanjutkan ke 
prosedur kerja m Apabila diperlukan rekomendasi penilaian, 
petugaspeneliti melaporkan kepada Kepala Subbidang PBB 

7) Kepala Subbidang PBB .memerintahkan Pelaksana membuat Surat 
Togas penelitian di lapangan dan Surat Pemberitahuan Penelitian 
di Lapangan Atas Pengajuan-Keberatan PBB 

8) Pelaksana Subbigang PBB membuat konsep Surat Togas dan 
.konsep Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas 
Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep 
dimaksud kepada KepaJa Subbidang EBB 

9) Kepala Subbidang PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, 
kemndian meneruskan konsep surat kepada Kepala Bidang 

10) Kepala Bidang .meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat 
Togas dan Surat Pemberitahuan Penelitian, di Lapangan Atas 
Pengajuan Keberatan PBB Surat Pemberltahuan Penelitian di 
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB disampaikan kepada 
Wajib Pajak. Surat Togas diserahkan kepada Pejabat Fungsional 
Penilai/Petugas Penilai 

11) Berdasafkan Surat Togas Pejabat Fungsional Penilai/Petugas 
Penilai melaksanakan penilaian/penelitian di lapangan yang 
menghasilkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara 
Pengukuran 

12) Berdasarkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara, 
Pengukuran, Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai membuat 
dan .menandatangani Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan 

• 

1) Fungsi penagihan meminta daftar tunggakan PBB kepada fungsi 
pengolahan data .. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai acuan 
'penerbitan surat tagihan paja:k/ STP {dua lembar) 

2) Fungsi penagihan menyimpan kedua STP ke dalam arsip dan 
menyerahkan lembar pertamanya .kepada wajib pajak 

3) Wajib pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuai 
cara pembayaran yang dipilihnya, Penyetoran PBB ini secara 
otomatis akan memperbaharui daftar tunggakan PBB yang dimiliki 
oleh fungsi pengolahan data. Namun, jika wajib pajak tetap tidak 
membayar, .fungsi penagihan akan rnenerbitkan .surat teguran 



6. PELAYANAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG : 
a. Persyaratan Pelayanan 

- Membawa SuraLtagihan Pajak Daerah/STPD 
- Membawa SKPD yang telah jatuh tempo 

b. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran 
Besarnya pembayaran jumlah pajak yang terutang dengan 
ditambabkan sanksi admiaistrasi berupa Bunga 2% per bulan 

c. Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan 
Jangka waktu pelayanan 20 menit 

d. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan: 
1) Wajib Pajak dating Ire Bitlang Penagihan bagian pembayaran, 

dengan membawa SK.PD yang menjadi jumlah pajak yang terutang 
2) Petugas Bldang Penagihan menerima dan meneliti SK.PD 
3) Wajib Pajak yang mengangsur, ha:rus membawa surat pernyataan 

yang sudah disepakati 
4) Petugas mem.buat Surat Setoran Pajak Daerah 

menyerahkan KKP yang dilampiri Analisis Nilai/Laporan 
Penilaian/ Serita Acara Pengukuran kepada Petugas Peneliti, 
Prosedur kerja dilanjutkan ke prosedur kerja 

13) Apabila menurut pertimbangan Petugas Pen~liti tidak memerlukan 
rekomendasi penilaiari, Petugas Peneliti mempertimbangkan 
apakah per1u dilaksanakan penelitian di Iapangan Apabila tidak 
diperlukan penelitian di lapangan, dilanjutkan ke prosedur kerja 
Apabila diperlukan penelitian di lapangan, petugas _peneliti 
melaporken kepada Kepala Subbidang PBB. 

14) Kepala Subbidang PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat 
Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas 
Pengajua:n Keberatan PBB 

15) Pelaksana Subbidang: PBB membuat konsep Surat Togas dan 
Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Ata,s Pengajuan 
Keberatan PBB, kemudian menyerahkan .konsep dimaksud kepada 
Kepala Subbidang PBB 

16) Kepala Subbidang PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, 
kemudian meneruskan konsep surat ke Kepala Bidang Pajak 
Daerah l 

17) Kepala Bidang Pajak Daerah Imeneliti, 'menyetujui dan 
menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian 
di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB Surat Togas 
disampaikan kepada Petugas Peneliti, dan Surat Pemberitahuan 
Penelitian di Lapangan Atas Peng_ajuan Keberatan PBB 
disampaikan kepada Wajib Pajak 
Petugas Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan 
Petugas Peoeliti rnembuat Konsep SK Keberatan berdasarkan 
Laporan Hasil Penelitian (LHP) Keberatan PBB,menandatangani 
LHP dan menyerahkan kepadaKepala SubbidangPBB 
Kepala Subbidang PBB meneliti, menandatangani Konsep SK 
Keberatan dan LHP dan kernudian menyerahkan Konsep SK dan 
LHP kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I 
Kepala Bidang Pajak Daerah I .meneliti, men,yetujui dan 
.menandatangani Konsep SK dan LHP 
Kepala Bidang Pajak Daerah r memerintahkan Kepala Subbidang 
-PB.B unnik meneruskan berkas pengajuan Keberatan Korisep SK 
Keberatan dan LHP kepada Kepala Badan 
Kepala Badan meneliti, menyetujui dan menandatangani SK 
Keberatan PBB 
Salinan. SK Keberatan PBB disampaikan .kepada Wajib Pajak, 
Kepala Bidang Pajak Daerah l sebagai dasar untuk segera 
memperbaiki data objek pajak pada basis data SIBMIOP sesuai 
keputusan Keberatan. 

• 18) 
19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

• 24) 



Penagihan Pajak Daerah 
SOP Penagihan 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang, maka 
dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : · 
1) Petugas penagihan meminta sejumlah SSPD Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, PPJ, MBLB, Pajak Parkir, SBW, BPHTB, PBB dan 
Reklame/Pajak Air Tanah untuk didistribusikan kepada petugas yang akan 
melakukan pemungutan Pajak. 

:2) Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah eesuai dengan junilah wajib 
pajak yang ditagih hart itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam buku 
ekspedisi petugas pemungut sore harinya, petugas pemu.ngut menyetorkan 
uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD ke.pada Kepala Bigarrg Pajak 
Daerah I dan Kepala Bidang Pajak Daerah 11 melalui Subbid pada Bidang 
Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah II atau koordinator petugas pungut 
serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah {SSPD) yang batal 
dipakai. 

3) Su bbid pada.Btdang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah TI 
(a) Merekap basil tagihan pajak clan mencocokkannya dengan jurnlah yang 

tertera pada SSPD. 
(b) Mengarsipkan tembusan SSPD dalam arsip masing-masing wajib pajak 

secara urut tanggal. 
(cl .Menyerahkan lembar 2 beserta uang basil 'penagihan kepada Bendahara 

Penerimaan dan menyerahkan lembar 4 ke seksi monitoring dan 
evaluasi. 

(d) Mengembalikan SSPD yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara 
Penerima. 

4) Bendahara Penerimaan 

A. 

2) Waktu Pembayaran pada jam kerja : 
Senin s/d:Kamis : pukul 08.00 s/d 15.30 WIB 
Jumat : pukul 08.00 s/d 11.00WIB dan 

Pu.kui 13.00 "<;/d 16.00 WiB 

h, Sarana Prasarana : 
1) Ruang Tunggu.dan lnformasi 
2) Komputer 
3) Mesin Ketik 
4) Kalkulator a.tau Mesin Hitung 
5) Papan Informasi Alur / Prosedur Layanan 

i. Tempat dan Waktu Pembayaran: 
1) Tempat Pembayaran di loket 

: 3-orang 
: 4 orang 
: ? orang 

5) Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang terutang sebesar yang 
tertera dJ SKPD di.tambah sanl<si administrasi berupa Bunga 2% 
per bulan. 

6) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran Pajak daerah berupa 
SSPD 

7) Alur/Prosedur Layanan 
e. Spesifikas iProduk/Hasil Pelayananyang akan diterima oleh wajib 

pajak 
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

f. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Cirebon Perkantoran Pemda Sumber (pada jam 
kerja Jl:Sunan Ampel Nomor 1 Sumber 45611 Telp. (0231)321431 

g. Kompensasi Petugas : 
1) Petugas pelayanan 
2) Tenaga Administrasi 

JUMLAH 

• 

• 



C. PELAYANAN PERFORASJ BENDA BERHARGA: 
a. Persyaratan Pelayanan: 

1) Mengisi Fonnulir permohonan perforasi : 
a. Unttik Swasta melalui Bidang Pendat.aan 

: l orang 
: 2 orang 
: 3 orang 

PELAYANAN PENGURANGAN PAJAK DAER.AH 
a. Persyarat Pelayanan : 

1) Foto Copy KTP 
21 Wajib Pajak membuat Surat pengurangan Pajak Daerah yang 

disampaikan secara tertulis maksimal 10 {sepuluh) hari setelah 
diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

3) Wajib Pajak harus bersedia ditinjau lapangan oleh Tim 
4) Wajib Pajak barus memberlkan aJasan yang jelas clan rasional serta 

sesuai dengan kenyataan di lapangan; 
5) Apabila terdapat tungga.kan Pajak sesuai dengan STPD yang ditetapkan 

harus dilunasi terlebih dahuJu oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketetapan 
Pajak yang ditetapkan sebelum pennohonan pengurangan 

6) Wajib Pajak menglsi formulir surat pemyataan dengan bermaterai 
Rp. 6.000,- 

b. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan m.aksimal 7 hari kerja 
c. Besamya Tarif I Biaya Pelayanan tidak dipungut biaya 
d. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaau Pelayanan : 

I) Wajib pajak mengajukan surat permohonan keberatan kepada Bupati 
bagi yang kena ketetapan pajak diatas Rp 2.000.000,- bagi yang 
dikenakan ketetapan pajak dibawah Rp 2.000.000,- d.iajukan ke Sadan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon ; 

2) Peninjauan ke laµangan/lokasi oleh Tim 
3) Wajib Pajak membuat surat pernyataan keberatan dengan alasan yang 

jelas dan rasional diatas materai Rp 6.000,- 
4) Pernrosesan Kebetatan Pajak Daerah. 
5) Alur /ProsedurLa.yanan 

e. Spesifikasi Produk/Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh wajib pajak 
berupa Sutat Ketetapan Pajak Daerah 

f. Kompensasi Petugas: 
1) Petugas pelayanan 
2) TenagaAdmin.istrasi 

JUMLAH 
g. Sarana Prasarana : 

1) Ruang Tunggu dan lnformasi 
2) Bukn Agenda 
3) Komputer 
4) Mesia Ketik 
5) Kalkulator atau mesin hitung 
6) Papan lnformasi Alur / P.rosedur Layanan 
7) Gudang Penyimpanan PersediaanBenda Berharga 

Pelayanan lnformasi. dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Sadan 
Pengelolaan PendapatanDaerah Kabupaten Cirebon Perkantoran Pemda 
Sumber (pada jam .kerjal.Jl. Sunan Ampel Nomor 1 Sumber 4561 I Telp, 
(0231) 321431 

8. 

(a) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh bagian penagihan 
dengan jurnlah yang tertentu pada SSPD. 

(b) Mencatat SSPD secara urut nomor pada buku register. 
(cJ Menye,torkan hasil tagiban kc kas daerah/menyimpan uang ha:sil 

penagihan di brankas. 
(d) Menyetorkan basil penagihan ke bank pada keesokan h.arinya. 
(e) Melengkap] isian SSPD pada tempat yang disediakan untuk Bendahara 

Penerimaan. 
(I) Menginput SSPD ke dalam Aplikasi SJMDA Pendapatan. 

• 

• 



b. Sarana Prasarana : 
1) Ruang Tunggu dan lnformasi 
2) Blangko Permehonan Perforasi 
3) Buku Agenda, Blangko DPD57 
4) Mesin Perforasi · · 
5) Komputer 
6) Mesin Ketik 
7) Papan! nformasi Alur / Prosedur Layanan 
8) Gudang Penyb,npanan Persediaan Benda Betharga 

L Pe1ayanan Jnformasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
Badan Pengelelaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Perkantoran. 
Pemda-Surnber (pada jam kerja) 
Jl.Sunan Ampel Nomor 1 Sumber 45611Telp. (02.31)321431 

j. Tempat dan Waktu Pembayaran: 
1) Tempat : Bidang Pembukuan dan Pelaporan 
2) Waktu Pembayaran setiap hari kerja : 

Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB 
Jumat : pukul 08.00 s/ d l.1.00 WIB dan 

Pukul J ~.00 s/d 16.00WIB 
Pengaduan Pajak Daerah 
Pihak Terkair 
a. SOP Pengaduan 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. 
2) Kepala Bidang Pusat Data dan Aplikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
3) Kepala Subbidang Pengaduan · 
4) Pelaksana subbidang pengaduan 

b. Formulir-formulir yang Digunakan 
1) Tanda Terima; 
2) Berita Acara Pengaduan; 

D. 

: 4 orang 
: 1 orang 
: 5 orang 

f. 

d] Pelaksanaan Perforasi 
3. Alur/ ProsedurLayanan 
Spesifikasi Produk/ Rasil Pelayanan yang akan diterirna oleh waj.ib pajak 
- Perforasi Benda Berharga 

g. Kompensasi Petugas: 
1) Pemgas pelayanan 
2) Tenaga Administrasi 

JUMµ\H 

b. Untuk lnstansi melalui Kasi Pengendalian Benda Berharga Bidang 
Pembukuan 

b. Membawa media yang akan diperferasi 
c. Besamya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayaran: 

1) Tidak dipungut biaya : untuk SKRD, SKPD, Karcis dan Bon Bill; 
2) Untuk Media Reklame Perforasi Tidak dipungut biaya akan tetapi untuk 

pajaknya sesuai dengan yang tertera di SSPD. 
d, Lama Waktu Penyelesaiaan Pelayanan 15 Menitper 1000 lemba.r 
e. Prosedur Pengajuan Penyelesaiaan Pelayanan: 

1. Untuk Swasta : 
-a) Mengisi blangko permohonan perforasi dengan membawa Surat 

Pennohonan Perforasi, dan SSPD dengan rnembawa media/benda 
berbarga yang akan diperforasi 

b] Mengagenda Wajib Pajak datang ke Bidang Pembukuan dan 
Pelaporan 

c) Pelaksanaan Perforasi 
d) Rengambilan media reklame/benda berharga yang telah selesai 

diperforasi dengan menunjukan bukti pelunasan pajak reklame 
2. Untuk lnstansi ! 

a) Mengisi Surat Permintaan Benda-benda berharga (DPD57) 
b) Mengagendakan permohonan 
c) Membuat bukti pengeluaran benda berharga Dinas Pendapatan 

Daerah 

• 

• 



~TSUT~JN~ 
SERITA DAERAH KABUPATEN CTREBON TAHUN 2018 NOMOR 1-4 SERJ i,2 

- 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggaJ 2 April 2:> 1il 
PlL SEKRETARlS DAERAH "KABOPATENCIREBON, l, 

SELLY ANDRIANY GANTINA 

TTD 

Pit, BUPATI ClREBON 
WAKIL BUPATJ, 

Puaat Pengolahan Data Apllkasi Pajak Daerah 
Pihak Terkait 
a SOPNPWPD 

1) Kepala Sadan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
2) Kepala Bidang Pajak Daerah I dan Kepala Bidang Pajak Daerah n 
3) Kepala Bidang Pu sat Data dan Aplikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
4) Kepala $ubbidang Pajak Daerah I dan Kepala Subbidang Pajak Daerah 11 
5) I<epala Subbidang Pusat Data dan Aplikasi 
6) Pelakeana Subbidang Pusat Data dan Aplikasi/ Admin NPWPD 

b. Formulir yang Digunakan 
1) Surat Permohonan Penyesuaian Data; 
2) Berita Acara Penyesuaian Data . 

G. 

F. 

3) Surat Keputusan. 
Pemerlkaaan dan Pengawasan 
Pihak Terkait 
a. SOP Pengaduan 

I] Kepala Baden Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. 
2) Kepala Bidang Pusat Data dan Aplikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
3) Kepala Subbidang Pengaduan 
4) Pelaksana subbidang Pengendalian 

b. Formulir-formulir yang Dlgunakan 
1) Surat Pernberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); 
2) Surat Bukti Penyetoran Pajak Daerah; 
3) Surat Teguran l, Surat Teguran 11 dan Surat Teguran ill; 
4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku rang Bayar (SKPD) .KB/N/LB; 
5) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 
6) Serita Acara Pemeriksaan; 
7) Serita Acara Penolakan Pemeriksaan. 

Puaat Pengolahan Dai. Apllk.aai Pajak Daerah 
Pihak Terkait 
a. SOP 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
2) Kepala Bidang Pusat Data dan Aplikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
3) Kepala Subbidang Pusat Data dan A1>likasi 
4) Pelaksana Subbidang Pusat Data dan Aplikasi 

b. Formulir yang Digunakan 
I) Surat Permohonan Penyesuaian Data; 
2) Serita Acara Penyesuaian Data. 

It. 

• 

• 



~MAT SUT4:i;O 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI .n.2 

D.iundangkan di Sumber 
pada tanggal 2 lpril 201a 

Plt. SEKRE'l'ARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, .........., 

SELLY ANDRIANY GANTINA 

TTD 

Plt. BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

Pusat Pengolahan Data Apllkasi Pajak Daerah 
Pihak Tezkait 
a. SOPNPWPD 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupat.en Cirebon 
2) Kepala.Bidang Pajak Daerah I dan Kepala Bidang Pajak Daerah IT 
3) Kepala Bidang Pusat Data dan Aplikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
4) Kepala Subbidang Pajak Daerah I dan Kepala Subbidang Pajak Daerah 11 
5) Kepala Subbidang Pu sat Data dan Aplikasi 
6) Pelaksana Subbidang Pusat Data dan Apllkasi/ Admin NPWPD 

b. Formulir yang Digunakan 
1) Surat Permohona:n Penyesualan Data; 
2) Berita Acara Penyesuaian Data . 

G. 

F. 

3) Surat Keputusan. 
E. Pemerikaaan dan Pengawaaan 

Pihak Terkait 
a. SOP Pengaduan 

1) Kepala Badan 'Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabirpaten, Cirebon. 
2) Kepala Bidang Pusat Data dan Aplikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
3) Kepala Subbidang Pengaduan 
4) Pelaksana subbidang Pengendalian 

b. Formulir-formulir yang Digunakan 
1) Surat f>emberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); 
2) Surat Bukti Penyetoran, Pajak Daerah; 
3) Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Surat Teguran Ul; 
4) Surat Ke~etapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/.LB; 
5) Surat Tagihan Pajak Daerah {STf'D); 
6) Berita Acara Pemeriksaan; 
7) Berita Acara Penolakan Pemeriksaan. 

Pusat Pengolahan Data Aplikasi Pajak Daerah 
Pihak Terkait 
a. SOP 

1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabu paten Cirebon, 
2) Kepala Bidang Pusat Data dan A_plikasi, Penyuluhan dan Pengendalian 
3) Kepala Subbidang Pusat Data dan Aplikasi 
4) Pelaksana Subbidang Pusat.Data dan Aplikasi 

b. Formulir yang Digunakan 
1) Surat Permohonan Penyesuaian Data; 
2) Berita Acara Penyesuaian Data. 

• 

• 
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PROSEDtJR PEMBAYARA.N PAJAI( D4ERAH BERDASARKAN MEKANISME 
PEMDNGUTAN OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM (PAJAK REKLAME, PAJAK 
AIR TANAH DU PBB). 
A. SOP PEMBAYARAN DAN PENETAPAN PAJAK REKL:A.ME 

1. Pihak Penunjang 
a. Kepala Badan PengelolaanPendapatanDaerah Kabupaten Cirebon 
b. Kepala Subbidang pada Bidang Pajak Daerab T dan Bidang Pajak 

Daerah TI 
c. Bendahara Penerimaan 
d. Petugas Pungut/OPT Pajak Daerah 
e. WajibPajak 

2, Formulir-formulir yang Digunakan 
a. Lembar Penetapan Pajak Reklame 
b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
d. Surat Ketetapan 'Pajak Daerah (SKPD) LB/KB/N/KBT 
e. SuratTagihan Pajak Daerah (STPD) 
f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame 

3. Perayaratan Administraai Pajak Reklame 
a. Fotooopy kartu tanda penduduk 
b. Fotocopy SJUP dan TDP 
c. Kartu NPWPD 

• 
d. Formulir lsian Data Reklame • 

_ e. Denah Iokasi dan desain gambar 
f, Surat penyataan wajib pajak reklame 
g. Surat r<uasa dan Fotocopy bagi pengurusan yang diwakilkan 
h. Formulir pendaftaran 

4. Desk.ripsi SOP Pajak Reklame 
a. SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan 

1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak: 
reklame dan air tanah dengan ,nengisi Surat Pemberitahuan 
Pajak: Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan 
atau dengan membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan 
administrasi yang dipersyaratkan. 

2) Subbid Bidang Pajak Daerah r dan Bidang Pajak Daerah II 
melakukan veriflkasi terhadap dokumen, data objek pajak yang 
dilaporkan untuk.diregistrasi 'paling larnbat 1 (satu) hari kerja. 

3) F'ungsi registrasi adalah. untuk penetapan NPWPD bagi Wajib 

• 
Pajak: yan~ belum. tetdaftar. • 

. 4) Dalam melakukan perhitungan pajak, petugas menggunakan. 
nota perhitungan dengan cara menyesuaikan data pada SPTPD 
dengan dasar dan jenis penetapan pajak yang terdapat dalam 
peraturan daerah paling lambat 1 hari kerja. 

5) Kepala SubbidBidangPajak Daerah I danBidang Pajak Daerah II 
melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kesesuaian penetapan 
pajak yang terdapat dalam nota perhitungan. Kebenaran, dan 
kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Subbid Bidang 
Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah 11 dengan 
menandatangani nota perhitungan paling lambat 1 hari kerja. 

6) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 .hari kerja Kasubid 
Pajak Reklame dan Pajak Miner-al Bukan Logam dan Batuan 
(MBLB) membuat SKPD dalam rangkap 4. 
- Lembar l untuk W ajib Pajak 
- Lernbar 2 untuk Petugas 
- Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan 
• Lembar 4 untu.k Bidang Pendapatan 

7) Kepala Sadan dan Kabid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak Daerah 
Il/menandatangani SKPD atau bukti.pembayaran lainnya sebagai 
bukti bahwa SKPD yang dikeluarkan oleh petugas sah dan benar, 



• 

8) Apabila Wajib Pajak tidak keberatan, paling lambat l O hari kerja 
maka dilakukan pembayaran ke Bendahara Penerimaan atau 
langsung ke Kas Daerah. Kas Daerah/Ben:dahara Penerima 
menerbitkan SSPD dan dicatat oleh Kasubid Pajak Rekianre dan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

9) Waj1b pajak yang merasa keberatan dapat mengajukan 
perrnohonan keberatan kepada Bupati. .melalui Kepala Kepala 
Badan Pengelolaan Pendapata:n Daerah, kemudian dokumen 
diturunkan kepada Bidang Pajak Daerah 11, untuk selanjutnya 
diadakan verifikasi atas keberatan pajak. Apabila keberatan 
diterima akan diterbitkan SKPD baru atas juml-ah pajak yang 
barus disetorkan, apabila ditolak maka diterbitkan surat 
penolakan dan wajib pajak harus tetap membayar pajak. 

10) SSPD yang d.lsetor langsung ke Kas Daerah dilakukan valldasl 
antara SSPD dengan Rekening Koran Kas Daerah Bank BJB oleh 
Subbid Pada Bidang Pajak Daerah U paling lambat 2 hari kerja 
setelah SSPD diterima. 

11) Pajak Reklame yang sudah d.lbayar chberikan tanda lunas berupa 
sticker dan/atau stempel lunas bayar pajak, kemudian Subbid 
Pada Bidang Pajak Dae.rah 11 melakuk:an pencatatan dan 
pembukuan verifikasi techadap jumlah setoran yang menjadi 
kewajiban wajib paja.k- apabila terdapat Lebih Bayar/Kurang 
Bayar maka d.lterbitkan SKPD oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I • 
dan Kepala Bidang Pajak Daerah IT. 

12) Hasil verifikasi terhaciap SSPD wajib pajak, maka dapat 
diterbitkan : 
(a) SKPDLB, jika berdasarkan basil pemeriksaan menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar dari pada pajak terhutang. 

(b) SKPDKB, jika ditemukan data baru/atau data yang semula 
belum terungkap yang .menyebabkan jurnlah paja.k yang 
terutang. 

(c} SK.PDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang 
terutang. 

13) SKPDLB/SKPDKB/SKf'DKBT kemudian diberfkan ke wajlb pajak 
paling lam bat 3 hari lcerja setelah ditandatangani SKPD. 

14) Wajib pajak roengisi formulir SSPD sesuai berdasarkan 
SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT dan menyetorkan/retribusi ke kas • 
daerah me1alui tempat pernbayaran yang ditunjuk. 

b. SOPPenagihan 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembeyarau pajak 
terutang, maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : 
l) Petugas penagiban merninta sejumlah SKPD Reklame untuk 

didistribusikan kepada petugas yang akan melaku kan 
pemungutan Pajak Reklame. 

2) Perugas pungut diberi SK.PD dalam jurnlah sesuai dengan jumlah 
wajib pajak yang ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat 
daJam buku ekspedisi petugas pemungut sore harinya, petugas 
pemungut roenyetorkan uang basil pungutan beserta tembusan 
SSPD kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Tl melalui Subbid pada 
Bidang Pajak Daerah 11 atau koordinator petugas pungu_t serta 
mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal 
dipakai. 

3) Subbid pada Bidang Pajak Daerah U 
(a) Merekap hasil tagih.an pajak dan mencocokkannya dengan 

jumlah yang tertera _pada SSPD. 
(b) l,ieng~ipkan tembusan SSPD dalam arsip masing-masing 

wajib pajak secara urut tanggal. 

• 



(c) Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada 
Bendahara Penerimaan dan menyerahkan lembar 4 ke seksi 
monitoring dan evaluasi. 

(d) Me11,gembalikan SSPD yang tidak atau belum terpakai kepada 
Bendahara Penerima, 

4) Bendahara Penerimaan 
(a) Mencoookkan jumlah uang yang diserahkan oleh bagian 

penagihan denganjumlah yang tertentu pada SSPD. 
(b) Mencatat SSPD secara urut nomor pada buku register. 
(c) .Menyetorkan hasil tagihan ke kas daerah/menyimpan uang 

basil penagihan di brankas, 
(d) Menyetorkan hasil penagiban ke bankpada keesokan harinya. 
(e) Melengkapi isian SSPD pada tempat yang disediakan untuk 

Bendahara, Penerimaan. · 
(f) Menginput SSPD ke dalam Aplikasi SIMDA Pendapatan. 

e. SOP Penetapan, Denda dan Bunga 
l) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 

terutang paling lama 30 (tiga puluh] hari kerja setelah mernbayar 
pajak SXPD diterbitkan, 

2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai 
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT maka akan diterbitkan STPD dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 [satu] bulan 
sejak ta.Iiggal diterbitkan. • 

3) Jumlah 'kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan 
sanksi administr'atif berupa, bunga 2% (dua perseratus) setiap 
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan se'jak saat 
terutangnya pajak. · 

4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan 
sanksi admtnistratif berupa, bunga 2o/o (dua perseratusl setiap 
b.ulan dihitung dari pajak yang kurang atau teilambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan d.ihitung sejak ~at 
terutangnya pajak, 

5) Jnm)ab kekurangan pajakterutang SKPDKBT dikenakan sanksi 
adrninistratifberupa keriaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) 
dari jumlah kekurangan pajak tersebut. kenaikan ini ti.dak 
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tind:akan pemeriksaan. 

6) Jika kewajiban mengisi SPrPD tidak di~nubi, selain pajak 
terutang dihitung -secara jabatan, juga dikenakan san ksi • 
administratif berupa kenaikan sebesar 25°/c, (dua puluh lli:na 
perseratus) dari pokok pajak ditambab sanksi. administratif 
berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

7) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidal< benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga .rnerugikan. 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pa)ak terutang yang tldak atau klirang bayar. 

• 

• 
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B, PAJAK AIR TANAH 
l. Pihak Penunjang 

a. Kepala Badaa Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon 
b. Kepala Bidang Pajak Daerah I Kepala Subbidang pada Bidang Pajak 

Daerah l dan Bidang Pajak Daerah II 
c. Bendahara Penerimaan 
d. Petugas Pungut/UPT Pajak Daerah 
e. Wajib PajakPetugas Pungut 
f. Wajib Pajak 

Q. Formulir-formulir yang Digunakan 
a. Lembar Penetapan Pajak Air Tanah / Reklame 
b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
c. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) 
d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah {SP'J'D) 
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) LB/.KB/N/KBT 
f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD1 
g. Kartu Pencatatan Stand Meter Air Tanah (UntukPajakAir Tanah) 
h. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah/Reklame 

3. Pereyaraten.Administraai Pajak Air Tanah 
a. Surat ijin pe;manfaatan air tanah dari pemerintah provinsi Jawa 

Barat; 
b, Fotocopy kartu tanda penduduk 
c. Formulir Pendaftaran Data Air Tanah 4' 
d, Denah lokasi pengambilan air tanah ' 
e. Surat Kuasa dan Fotocopy bagi pengurusan yang diwakilkan 

4. Deskripsi SOP Pajak Afr Tanah 
a. SOP Pem bayaran, Pelaporan dan Penetapan 

1) Setiap akhir masa pajak. Wajib p1.1-jak melaporkan objek pajak 
reklame dan air tanah dengan mengisi surat Pemberitabuan 
Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pe1ayanan 
atau dengan rnembawa sendiri dan dtlampirt dengan persyaratan 
adminietrasi yang dipersyaratkan. 

2) Subbid Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah Il 
melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak yang 
dilaporkan untuk dtregistrasi paling lambat 1 (satu] .hari. kerja. 

3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib 
Pajak yang belum terdaftar. 

4) Dalam melakukan perhitungan pajak, petugas menggunakan 

d
nota perhahungdan dengan caratame.nyes1;1-:kan datat J'~da SdPralamPD • 

engan asar .an jerus -pene pan paj yang erdapat 
peraturan daerah paling lambat 1 hari kerja. 

5) Kepala Subbid Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerab IJ 
melakakan verifikasi terhadap kebenaran, kesesuaian penetapan 
pajak yang terdapat da]aro nota perhitungan. Kebenaran dan 
kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Subbid Bidang 
Pajak Daerah I dan Bidang Pajak Daerah II dengan 
menandatangani nota perhitungan paling larobat 1 hari kerja. 

6) Berdasarkan nota perhitungan paling lam.bat 2 hari .kerja seksi 
pendataan dan penetapanmembuatSKPD dalam rangkap 4. 

Lembar 1 untuk Wajib Pajak 
Lernbar 2 untuk Petugas 
Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan 
Lero bar 4 untuk Bidang Pendapatan 

7) Kepala. Badan dan Kabid Pajak Daerah l dan Kabid Pajak Daerah 
U/ rnenandatangani SKPD sebagai bukti bahwa SRPt> yang 
dikeluarkan oleh -petugas sah dan benar. 

8) Apabila Wajib Pajak tidak keberatan, paling lambat 10 hari kerja 
rnaka dilakukan pembayaran ke Bendahara Penerimaan atau 
langsung ke Kas Daerah. Kas Daerah/Bendaharaan Penerima 



menerbitkan SSPO dan dicatat oleh Kasi Pendataan dan 
Penetapan. 

9) Wajib pajak yang merasa keberatan dapat mengajukan 
pennohonan keberatan kepada Bupati me1alui Kepala Sadan 
Penge1olaan Pendapatan Daerah, kemudian dokumen diturunkan 
kepada Subbid Bidang Pajak Daerah I, untuk selanjutnya 
diadakan verifikasi atas keberatan pajak. Apabila keberatan 
diterima akan diterbitkan SKPD baru, atas jumlah pajak yang 
barus disetorkan, apabila ditolak maka. diterbitkan surat 
penolaka.ndan wajib pajak harus tetap membayar pajak. 

J 0) SSPD yang disetor langsung ke Kas Daerah dilakukan validasi 
antara SSPD dengan Rekening Koran Kas Daerah Bank BJB oleh 
Subbid Pada Bidang Pajak Daerah I paling la:mbat 2 hari kerja 
setclah SSPD diterlma. 

11) Kemudian Subbid Pada Bidang Pajak Daerab I melakukan 
pencatatan dan pembukuan verifikasi terhadap jurnlah setoran 
yang menjadi kewajiban wajib pajak. apabila terdapat Lebih, 
Bayar /Ku rang Bayar roaka diterbitkan SKPD oleb Kepala Bidang 
Pajak Daerah I. 

12) Hasil verifikasi terhadap SSPD wajib pajak, maka dapat 
diterbitkan : 
{a) SKPOLB, jika berdasa.rkan hasil pemeriksaan menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar dari pada pajak terhucang. 

(b) SKPDKB, jika ditemukan data baru/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan juznlah pajak yang 
terutang. 

(c) SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula 
belurn terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang 
terutang. 

lJ) SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT kemudian diberikan ke wajib pajak 
paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani SKPD. 

14)Wajib pajak mengisi formulir SSPD sesuai berdasarkan 
SKPDLB/SKPOKB/SKPDKBT dan menyetorkan/retribusi ke kas 
daerah melaJui tempat pembayaran yang ditunjuk, 

b. SOP Penagiban 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak 
terutang, maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : 
l) Petugas penagihan meminta sejurnlah SSPD Pajak Air Tanah a 

untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan W 
pemungutan Pajak air t:anah. 

2) Petugas pungut diberi SSPD dalarn jumlah sesuai dengan jumlah 
wajib pajak yang ditagib .hari itu. Pengambilan tersebut dicatat 
dalam buku ekspedisi petugas pemungut sore hadnya, petugas 
pemungut menyetorkan uang hasll pungutan beserta tembusan 
SSPD kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I melalui Subbid pada 
Bidang Pajak Daerah I atau koordinator petugas pungur serta 
mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal 
dipakai 

3) Subbid pada BidangPajakDaerab l 
(a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan 

jumlah yang tertera pada SSPD. 
(b) Mengarsipk:an tembusan SSPD dalam arsip masing-masing 

wajib pajak secara urut tanggal. 
(C) Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasfl penagihan kepada 

Bendahara Penerimaan dan menyerahkan lembar 4 ke seksi 
monitoring dan evaluasi. 

(d) Mengembalikan SSPD yang tidak atau belum terpakai. kepada 
Bendahara Penerlma. 

4} Bendahara Penerimaan 

L 
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(a) Mencocokkan jumlab uang yang diserahkan oleb bagian 
penagihan.dengan jurnlah yang tertentu pada SSPD. 

(b) Mencatat SSPD secara urut nomor pada buku register. 
(c) Menyetorkan basil tagihan ke kas daerab/menyimpan uang 

ha$il penagihan di brankas, 
(d} Menyetorkan basil penagihan ke bank pada keesokan harinya. 
(e) Melengkapi isian SSPD pada tempat yang disediakan untuk 

Bendahara Penerimaan. 
(0 Menginput SSPD ke dalam Aplikasi SIMDA Pendapatan. 

c. SOP Penetapan, Denda d.an Bunga 
1), Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 

terutang paling Jama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
membayar pajak. 

2) Apabila wajib pajak -tidal<. membayar sesual 
SKPDKB/SKPDKBT maka akan diterbitkan "STPD dan harus 
dilunasi da1am jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterbitkan. 

3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga 2o/o (dua perseratusl 
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak 
saat terutangnyapajak. 

4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan 
sanksi adminietratif berupa bunga 2o/o (dua perseratus] f 
setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat ' 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak. 

5) JurnTab kekurangan pajak terutang SKPOKBT dikenakan 
sanksi administratifberupa kenaikan sebesar 100 °/o (seratus 
perseratusl dari jumlah .kekurangan _pajak tersebut, 
kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan 
sendlri sebelum dilakukan. tindakan pemeriksaan. 

6) Jika kewajiban mengisi .SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak 
terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25°/o {dua pulub lima 
'perseratus] dari pokek pajal< ditambah sanksi administratif 
berupa bunga 2% [dua perseratus) setiap bulan dibirung 
dari pajak yang kurang atau ter1ambat dibayar untukjangka 
waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. a 

7) Setiap Wajib Pajak yang dengan sen~ja tidak W.: 
menyampaikan SPTPI) atau mengisi deogan tidak benar atau 
tidak lengkap atau rnelampirkan keterangan Y,ang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling Jama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlab pajak terutang yang 
tidak atau kurang bayar. 
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